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KEWENANGAN PENJABAT KEPALA DAERAH

RINGKASAN

Kepala daerah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD memelihara ketenteraman
dan ketertiban masyarakat. Dalam diri kepala daerah terdapat dua fungsi, yitu fungsi
sebagai Kepala Daerah Otonom yang memimpin penyelenggaraan dan
bertanggungjawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan daerah dan fungsi
sebagai Kepala Wilayah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintah
umum yang mejadi tugas Pemerintah Pusat di daerah. Betapa penting dan luasnya
tugas seorang kepala daerah. Pengangkatan seorang Kepala Daerah haruslah
dipertimbangkan dengan seksama, sehingga memenuhi persyaratan untuk kedua
fungsi itu. Sebagai Kepala Wilayah, ia harus mempunyai kecakapan di bidang
pemerintahan dan dipercayai sepenuhnya oleh Pemerintah. Dan sebagai Kepala
Daerah Otonom, ia perlu mendapat dukungan dari rakyat yang dipimpinnya.

Kata Kunci: kewenangan, penjabat kepala daerah, kepegawaian
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A

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang
Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk

mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur,
Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil
Walikota.! Kewenangan Kepala Daerah berhubungan dengan pelaksanaan otonomi
daerah (eksekutif), kebijakan membuat dan menetapkan Peraturan Daerah, menyusun
dan mengajukan anggaran pendapatan belanja daerah, serta pengawasan dan
penegakan hukum dalam rangka kelancaran tugas penyelenggaraan pemerintahan
daerah pada dasarnya sudah berjalan dengan baik dan lancar namun dalam rangka
menuju pelayanan publik yang prima dan profesional maka masih tetap perlu
mengupayakan peningkatan mutu yang berkesinambungan dalam penyelenggaraan
pemerintah daerah. Penggunaan wewenang pemerintah dalam menjalankan peran,
fungsi, dan tugas pemerintahan pada hakikatnya perlu dilakukan pembatasan. Hal ini
penting dilakukan agar dalam setiap tindakan atau perbuatan pemerintah tidak terjadi
penyalahgunaan wewenang, melanggar hukum baik formal dan materill dalam arti
luas, maupun perbuatan sewenang-wenang.? Pada dasarnya, wewenang pejabat publik
adalah kemampuan untuk mengambil tindakan hukum tertentu serta hak dan
kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dan menuntut
pihak lain untuk mengambil tindakan tertentu.

Dalam prinsip legalitas tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari
peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang pemerintah adalah
peraturan perundang-undangan.® Setelah masa pemerintahan Orde Baru berakhir, lahir
penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan prinsip otonomi daerah dengan
mengedepankan peningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintahan serta perbaikan
kualitas pelayanan kepada masyarakat agar sejalan dengan semangat reformasi
pemerintah. Prinsip otonomi daerah merupakan suatu upaya mewujudkan negara yang

demokratis melalui keterlibatan masyarakat yang partisipatif terhadap semua aspek

! pasal 3, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
2 Aminuddin llmar, him. 118-120.
3 Ridwan HR, him. 101.



pembangunan daerah, termasuk dalam menentukan sendiri pemimpin daerah yang
akan bertanggung jawab atas kemajuan daerah melalui pemilihan pemimpin daerah
(Pilkada). Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tercantum dalam konstitusi
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
1945). Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 telah telah mengamanatkan bahwasannya:
“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah
provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Ketentuan tersebut hanya
mengisyaratkan bahwa kepala pemerintahan daerah termasuk di dalamnya Gubernur,
Bupati dan Walikota dipilih secara demokratis, namun tidak secara khusus harus
dipilih langsung oleh rakyat.

Landasan hukum pemerintah dalam menyelenggarakan proses pemilihan kepala
daerah yang demokratis dan dipilih secara langsung oleh rakyat kemudian diatur dalam
ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang secara tegas dinyatakan
bahwa:Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan
kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
secara langsung dan demokratis.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hari rabu tanggal 14 februari 2024
sebagai hari dilaksanakannya pemungutan suara pemilihan umum serentak pada tahun
2024. Pemilu serentak dilakukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden dan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota. Sementara itu, untuk pemilihan kepala daerah baik pemilihan
Gubernur dan Bupati/Walikota, serentak akan digelar pada hari Rabu tanggal 27
November 2024. Pemisahan pemilu serentak dan pilkada serentak wajar dilakukan,
sebab antara pemilu dan pilkada merupakan dua hal yang berbeda. Secara
konstitusional, Pilkada tidak masuk dalam rezim pemilu. Berbeda dengan pemilihan
Presiden, anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD yang secara konstitusional

masuk dalam rezim pemilu. Dengan demikian, walaupun antara pemilu dan pemilihan



sama-sama dilakukan secara serentak, tetapi antara pemilu dan pemilihan secara waktu
dilakukan secara terpisah.Pemilu dan pemilihan yang dilakukan secara serentak, meski
dengan waktu yang terpisah memiliki implikasi hukum yang tidak mudah. Implikasi
ini membawa pada isu hukum yang menjadi wacana di kalangan para ahli, khususnya
ahli hukum tata negara. Desain pemilu serentak membawa isu hukum, berupa
Presidential Threshold atau ambang batas pencalonan Presiden dan/Wakil Presiden.
Perdebatan terkait Presidential Threshold ini seringkali mengemuka, karena bagi ahli
yang mengkritik penetapan ambang batas pencalonan Presiden tidak linier dengan
desain pemilu serentak. Tolok ukur yang digunakan untuk menentukan suara dan kursi
perolehan di parlemen dianggap tidak rasional.Seharusnya penentuan ambang batas
pencalonan Presiden dan/Wakil Presiden ditentukan berdasarkan hasil pemilu
legislative pada periode yang sama. Namun, dengan desain pemilu serentak tentu
penentuan ambang batas pencalonan Presiden dan/Wakil Presiden tidak bisa
menggunakan hasil pemilu legislatif pada periode yang sama, sebab antara pemilu
legislatif dan pemilu Presiden dan/Wakil Presiden dilakukan secara bersama-sama.
Oleh karena itu, sangat masuk akal ketika sebagian para ahli menuntut agar penentuan
ambang batas pencalonan Presiden Presiden dan/Wakil Presiden dalam pemilu
serentak ini adalah 0 %.

Argumentasi dari para ahli ini tidak sejalan dengan kehendak para pembentuk
undang-undang. Dalam Pasal 222 undang-undang No. 7 Tahun 2017 menyatakan
“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta
yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen)
dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah
secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Berdasarkan Pasal 222 ini
maka penentuan ambang batas pencalonan Presiden dan/Wakil Presiden dalam Pemilu
Presiden/Wakil Presiden ditentukan berdasarkan pada pemilu legislatif periode
sebelumnya.

Pemilihan Kepala Daerah yang juga didesain secara serentak juga menyisakan
problem hukum yang tidak mudah. Desain pemilihan Kepala Daerah serentak pada
akhirnya akan dilakukan secara serentak di tahun 2024. Model pemilihan Kepala
Daerah secara serentak ini dilakukan secara bertahap dan dimulai pada tahun 2015.
Model ini digunakan karena jumlah kontestasi pemilihan kepala daerah di Indonesia

cukup banyak. Paling tidak pemilihan gubernur di 33 provinsi dan ratusan pemilihan



Bupati/Walikota. Dengan demikian, pemilihan Kepala Daerah secara serentak di
seluruh Indonesia baru bisa dilakukan pada tahun 2024.Alasan Pemilihan Kepala
Daerah secara serentak didasarkan pada dua hal. Pertama, karena pemilihan umum
juga dilaksanakan secara serentak. Kedua, karena dengan desain pemilihan secara
serentak, maka bisa menghemat anggaran.Dengan adanya model Pemilihan Kepala
Daerah secara serentak ini, maka akan memiliki implikasi hukum, khususnya di bidang
hukum tata negara dan hukum administrasi. Paling tidak ada beberapa kepala daerah
yang akan mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2022 dan 2023. Gubernur Jawa
Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Anies Baswedan akan mengakhiri masa
jabatannya pada tahun 2022. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akan
mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2023. Pemilihan Kepala Daerah yang
dirancang secara serentak dilaksanakan pada tahun 2024 memiliki konsekuensi yakni
banyak kepala daerah yang mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2022 dan tahun
2023. Oleh karena itu, dalam rentang waktu 2022-2024 dan 2023-2024 telah terjadi
kekosongan kursi Kepala Daerah. Undang-undang No. 10 Tahun 2016 telah memberi
solusi dalam mengisi kekosongan kursi Kepala Daerah.
Pasal 201 undang-undang No. 10 Tahun 2016 menyatakan

(1) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa
jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni
tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember
tahun 2015.

(2) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa
jabatannya berakhir pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2016
dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal
dan bulan yang sama pada bulan Februari tahun 2017.

(3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2017 menjabat sampai dengan tahun 2022.
(4) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa
jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal
dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 2018.

(5) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023.
(6) Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015
dilaksanakan pada bulan September tahun 2020.

(7) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024.
(8) Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
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Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November
2024.
(9) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya
tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa
jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai
dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun
2024.
(10) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur
yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan
Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(11) Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat
Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai
dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Undang-undang No. 10 Tahun 2016 memang telah memberikan solusi terkait

kekosongan jabatan Kepala Daerah yang akan diisi oleh Penjabat Kepala Daerah. Syarat
untuk menjadi Kepala Daerah juga telah diatur dalam undang-undang ini, yakni bagi
penjabat Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota dari jabatan pimpinan tinggi
pratama. Namun demikian, terkait dengan kewenangan dari penjabat Kepala Daerah hingga
kini belum juga ada peraturan pelaksananya baik itu berupa Peraturan Pemerintah maupun
Peraturan Menteri Dalam Negeri.Dalam undang-undang No. 10 Tahun 2016 juga tidak
ditemukan delegasi pengaturan terkait dengan kewenangan penjabat kepala daerah. Hukum
positif memang telah mengatur terkait batasan kewenangan penjabat kepala daerah.
Pengaturan terkait batasan kewenangan penjabat kepala daerah diatur dalam Peraturan
Pemerintah No. 49 Tahun 2008.Pasal 132 A PP No. 49 Tahun 2008 melarang penjabat
kepala daerah untuk :

a. melakukan mutasi pegawai;

b.  membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau
mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat
sebelumnya;

C. membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan
kebijakan pejabat sebelumnya; dan

d.  membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan
pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya

Larangan di atas dapat disimpangi jika mendapatkan persetujuan tertulis dari
Menteri Dalam Negeri. Persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri bisa keluar jika
penjabat kepala daerah mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Dalam

Negeri dengan alasan yang dapat diterima oleh Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam
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Negeri akan menyetujui permohonan dari penjabat kepala daerah.PP No. 49 Tahun
2008 tentang perubahan ketiga atas PP No. 6 Tahun 2005 tentang pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil daerah ini
sudah tidak bisa dijadikan dasar hukum bagi penjabat kepala daerah yang mengisi
kekosongan kepala daerah di tahun 2022 dan 2023. Paling tidak ada dua alasan kenapa
PP No. 49 Tahun 2008 tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi penjabat kepala daerah
yang mengisi kekosongan kepala daerah di tahun 2022 dan 2023. Alasan tersebut
adalah sebagai berikut :

1. PP No. 49 tahun 2008 merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang
No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. PP No. 49 Tahun 2008 ini
memang belum dicabut sehingga PP ini secara yuridis tetap berlaku, tetapi secara
materi muatan tidak ada relevansi antara PP ini dengan kewenangan penjabat
kepala daerah menurut undang-undang No. 10 Tahun 2016.

2. Terdapat perbedaan konteks antara penjabat kepala daerah yang dimaksud
dalam undang-undang No. 10 Tahun 2016 dan PP No. 49 Tahun 2008. Penjabat
kepala daerah menurut undang-undang No. 10 Tahun 2016 adalah penjabat kepala
daerah untuk mengisi kekosongan karena Kepala Daerah sudah habis masa
jabatannya. Sementara itu, penjabat kepala daerah menurut PP No. 49 Tahun 2008
adalah penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan karena kepala daerah

mengundurkan diri.

Unsur utama dalam negara hukum adalah asas legalitas. Asas legalitas
mengandung pengertian bahwa semua tindak pemerintah harus ada dasar hukumnya.
Dengan demikian, jika tidak ada dasar hukumnya, maka semua tindakan yang
dilakukan oleh penjabat kepala daerah menjadi tidak sah. Asas legalitas bertujuan
adalah untuk mencapai kepastian hukum. Dengan tidak adanya pengaturan tentang
kewenangan penjabat kepala daerah, maka tidak ada kepastian hukum dalam hal
kewenangan penjabat kepala daerah. Kewenangan penjabat kepala daerah tentu tidak
bisa disamakan begitu saja dengan kewenangan kepala daerah secara definitif. Sumber
legitimasi antara penjabat kepala daerah dan kepala daerah sama sekali berbeda.
Sumber legitimasi penjabat kepala daerah berasal dari pengangkatan, sedangkan
sumber legitimasi kepala daerah berasal dari mandat demokratik rakyat. Dengan

adanya pengaturan tentang kedudukan penjabat kepala daerah dalam undang-undang

12



No. 10 Tahun 2016, tetapi tidak ada peraturan pelaksana terkait kewenangan penjabat
kepala daerah, maka problematik hukum yang muncul dalam penelitian ini adalah
tentang ketidaklengkapan norma hukum.Berdasarkan pada latar belakang di atas,

maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan penjabat kepala daerah menurut Undang Undang no.10
tahun 20167
2. Apa implikasi hukum dari kewenangan penjabat kepala daerah?

13



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “authority” dalam
bahasa Inggris.* Authority dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai “Legal
power; a right to command or act; the right and power of public officers to require
obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties”’. (Kewenangan
atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak
atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup
melaksanakan kewajiban publik).°Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan dalam
Budiardjo, menyatakan bahwa wewenang (authority) adalah kekuasaan formal (formal
power) sehingga yang mempunyai wewenang (authority) berhak untuk mengeluarkan
perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk mengharapkan kepatuhan
terhadap peraturan-peraturannya.® Sementara itu, pengertian kewenangan menurut H.D.
Stoud sebagaimana dikutip oleh Fachruddin, yaitu keseluruhan aturan-aturan yang
berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh
subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.”Menurut P. Nicolai
sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR, di dalam suatu kewenangan terkandung hak dan
kewajiban sebagai berikut:®

Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan
yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai
timbul dan lenyapnya akibat hukum). Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau
tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan
tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau
tidak melakukan tindakan tertentu.

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-

undangan dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.®

4 Abdul Latif, Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi, Prenanda Media Grup, Jakarta, 2014, him. 6.
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Laksbang Mediatama, Jakarta, 2010, him. 65.
Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar llmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, him. 64.

40.
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, him. 99.

Aminuddin llmar, Hukum Tata Pemerintahan, Prenada Media Grup, Jakarta, 2014, him. 111.

Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah,

Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004, him.
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Lebih jauh, H.D. van Wijk/ Willem Konijnenbelt dalam Ridwan HR kemudian
mendefinisikan atribusi, delegasi, dan mandat sebagai berikut:

a. Attributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan
een bestuursorgaan, (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh
pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan).

b. Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan
een ander, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ
pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya).

C. Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen
door een ander, (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan
kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).

Sementara itu, definisi kewenangan kemudian juga telah diatur dalam Pasal 1
Angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
yang menyebutkan bahwa: “Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut
Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau
penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum
publik” Penggunaan wewenang pemerintahan dalam penyelenggaraan peran, fungsi
serta tugas pemerintahan pada hakikatnya perlu dilakukan pembatasan. Hal ini penting
dilakukan agar dalam tindakan atau perbuatan pemerintahan tidak terjadi
penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir), melanggar hukum
(onrechtmatige overheidsdaad) baik formal maupun materiil dalam arti luas, dan
perbuatan sewenang-wenang. Pembatasan terhadap penggunaan wewenang tersebut
memberikan ruang lingkup terhadap legalitas tindakan atau perbuatan pemerintahan
yang meliputi wewenang, prosedur, dan substansi.!

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dan bagian awal dari hukum
administrasi, karena pemerintahan (administrasi) baru dapat menjalankan fungsinya
atas dasar wewenang yang diperolehnya, artinya keabsahan tindak pemerintahan atas
dasar wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (legalitiet
beginselen). Istilah wewenang sebenarnya tidak dapat disejajarkan dan disamakan
dengan istilah bevoegdheid dalam kepustakan hukum belanda, karena ke-dua istilah
tersebut memiliki perbedaan yang mendasar, terutama berkaitan dengan karakter

hukumnya. Berdasarkan karakternya bevoegdheid digunakan dalam konsep hukum

10 Ridwan HR, Op. Cit., him. 102.
1 Aminuddin IImar, Op. Cit., him. 118-120.



publik dan konsep hukum privat sedangkan wewenang hanya berlaku dalam konsep

hukum publik saja.'?

B. Penjabat Kepala Daerah

Pengisian jabatan negara (staatsorganen, staatsambten) merupakan salah satu
unsur penting dalam hukum tata negara. Tanpa diisi dengan pejabat (ambtsdrager),
fungsi-fungsi jabatan negara tidak mungkin dijalankan sebagaimana mestinya.:®
Menurut Bagir Manan, pengertian jabatan adalah sebagai berikut:4

Lingkungan pekerjaan tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara
keseluruhan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Negara berisi
berbagai jabatan atau lingkungan kerja tetap dengan berbagai fungsi untuk
mencapai tujuan negara. Dengan kata lain, jabatan adalah suatu lingkungan
pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara.

Jabatan dan pejabat tidak dapat dipisahkan. Jabatan tanpa pejabat tidak dapat
berbuat apa-apa, tanpa adanya jabatan maka tidak akan ada pejabat. Pejabat inilah yang
menjadikan jabatan menjadi hidup. Walaupun kenyataannya suatu keputusan
ditandatangani pejabat, tetapi secara hukum jabatanlah yang menandatangani
keputusan tersebut.* Menurut Harun Alrasid, pejabat memiliki tiga pengertian, yaitu:*

a) pejabat digunakan untuk menyebut seseorang yang memegang suatu jabatan
secara tetap;

b) pejabat digunakan untuk menyebut seseorang yang untuk sementara waktu
mewakili penjabat lain yang berhalangan melaksanakan tugasnya;

c) pejabat digunakan untuk menyebut seseorang yang untuk sementara waktu
mengisi suatu jabatan yang sedang lowong sampai ditentukannya penjabat yang
tetap. Misalnya kepala dinas atau badan provinsi yang ditunjuk oleh gubernur
untuk mengisi jabatan bupati/ wali kota untuk menunggu penjabat bupati/ wali
kota yang tetap berdasarkan hasil pemilihan umum kepala daerah.

Pejabat atau organ adalah fungsionaris jabatan, yang bertindak untuk dan atas
nama jabatan atau melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan yang melekat pada
jabatan.!” Sementara itu, pejabat menurut Utrecht adalah manusia atau badan hukum

yang merupakan perwakilan dari jabatan yang menjalankan hak dan kewajiban yang

didukung oleh jabatan.®® Yang menjalankan hak dan kewajiban yang didukung oleh

H. Sadjijono, Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2011, him. 56-57.

Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2010, him.8.
Aminuddin llmar, Op. Cit, him. 78.
A’an Efendi dan Freddy Poernomo, Hukum Administrasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, him. 92.

Ibid., him. 96.

Ridwan, Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi, FH Ull Press, Yogyakarta, 2009, him. 33.
E. Utrecht, dan Moh Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta, 1989, him. 145.
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jabatan ialah pejabat. Jabatan bertindak dengan perantaraan pejabatnya.’ Jabatan
bersifat permanen (tetap), sementara pemegang jabatan atau pemangku jabatan /

pejabat (ambtsdrager) dapat datang silih berganti.

19 Ridwan, Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah, FH UlI Press,Yogyakarta, 2014, him. 27.
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BAB 3
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki tujuan:
Memahami Bagaimana kewenangan penjabat kepala daerah menurut Undang Undang no.10
tahun 2016 ;

Mengetahui implikasi hukum dari kewenangan penjabat kepala daerah

B. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian terdiri atas:

1. Secara akademis

2. Manfaat penelitian ini secara akademis, yaitu:

Pengembangan keilmuan hukum, terutama Hukum Tata Negaramaupun Sosiologi Hukum;

. Sebagai bahan referensi dalam penelitian berikutnya

3. Secara praktis

4. Penelitian ini secara praktis dapat mengidentifikasi kewenangan penjabat kepala daerah
menurut Undang Undang no.10 tahun 2016 sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi
penyelenggara pemerintahan.
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BAB 4
METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud
Marzuki:?

¢...Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum,

bukan sekedar know-about. Sebagai kegiatan know-how penelitian hukum dilakukan

untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk

mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis

masalahyang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.”

Dalam penelitian ini isu hukum yang dihadapi dan hendak dianalisis adalah
masalah kewenangan penjabat kepala daerah menurut UU no 10 tahun 2016 dan
implikasi hukum dari kewenangan penjabat kepala daerah.Sumber legitimasi antara
penjabat kepala daerah dan kepala daerah sama sekali berbeda. Sumber legitimasi
penjabat kepala daerah berasal dari pengangkatan, sedangkan sumber legitimasi kepala
daerah berasal dari mandat demokratik rakyat. Dengan adanya pengaturan tentang
kedudukan penjabat kepala daerah dalam undang-undang No. 10 Tahun 2016, tetapi
tidak ada peraturan pelaksana terkait kewenangan penjabat kepala daerah, maka
problematik hukum yang muncul dalam penelitian ini adalah tentang
ketidaklengkapan norma hukum.

2.Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan
perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (conseptual
approach).®Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang
yang berkaitan dengan isu hukum yang hendak diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk
menganalisis keserasian (harmonisasi) UU secara horizontal, dan keselarasan (sinkronisasi)
UU secara vertikal terhadap UUD. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan
doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Berdasarkan pandangan dan doktrin
amat mungkin ditemukan gagasan dan ide yang melahirkan pengertian, konsep, asas hukum
yang relevan dengan isu hukum yang hendak dikaji. Pemahaman yang baik atas pandangan

dan doktrin-doktrin hukum itu, digunakan sebagai sandaran bagi peneliti untuk membangun

20 4, salim, HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta:
PT.RajaGrafindo Persada, 2019, him. 18



argumentasi hukum untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.
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a. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan penelitian pada penelitian hukum ini diperoleh dari bahan-
bahan hukum. Bahan-bahan hukum itu terdiri dari bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder. Ada juga yang menyebut bahan hukum primer sebagai
bahan hukum autoritatief; sedangkan bahan sekunder dikenal sebagai bahaan
hukum non-autoritatif.

i.Bahan Hukum Primer ;
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya
bahan hukum dibuat oleh orang yang mempunyai otoritas untuk menyatakan
kebenaran hukum suatu masalah. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-
undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan UU atau putusan hakim.
Dalam penelitian ini, semua bahan hukum diatas akan digunakan.
ii.Bahan Hukum Sekunder ;
Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua
publikasi tentang hukum, meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal
hukum dan anotasi putusan pengadilan.
b. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-
undangan dilakukan dengan cara menginventarisasi peraturan perundangan,
lalu dikelompokkan secara hirarkinya. Sedangkan pengumpulan bahan hukum
primer berupa risalah pembuatan dan pembahasan peraturan perundangan dan
putusan hakim dilakukan dengan cara studidokumentasi. Pengumpulan bahan
hukum sekunder berupa buku-buku teks, kamus dan jurnal hukum yang relevan
dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library research). Selanjutnya
bahan- bahan hukum itu diinventarisasi dan diklasifikasi sesuai dengan
permasalahan yang hendak dibahas dan dianalisis.

c. Teknik Analisis Bahan Hukum
Bahan hukum yang terkumpul, selanjutnya dianalisis. Teknik analisis yang

digunakan dalam penelitian hukum ini adalah analisis deskriptif. Analisis
deskriptif diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama
menurut sub aspek. Selanjutnya dilakukan interpretasi untuk memberi makna
atas sub aspek dan kaitannya satu sama lain. Tahap berikutnya adalah
menginterpretasi dan atau menganalisis seluruh aspek untuk memahami secara

induktif makna hubungan antar aspek yang menjadi masalah pokok



penelitian mendapatkan gambaran utuh, bahkan dapat juga dipakai sebagai

dasar untuk menentukanlangkah-langkah lanjutan dalam penelitian berikutnya.
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BAB 5
HASIL DAN PEMBAHASAN

1. KEWENANGAN PENJABAT KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG

UNDANG NO.10 TAHUN 2016
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tanggal 14 Februari 2024

sebagai hari pemungutan suara pemilihan umum serentak dan 27 November 2024
sebagai hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah serentak. Penetapan itu
bukan tidak ada problem dari aspek hukum dan implementasinya. Dalam konteks
pemilu, yang menjadi perdebatan klasik adalah terkait tetap diaturnya ambang batas
pengajuan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden atau yang lebih dikenal dengan
istilah Presidential Threshold (PT). Pengaturan terkait PT ini mengundang
perdebatan, karena pengaturan PT ini diletakkan dalam sistem pemilu secara
serentak, di mana Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden dan Pemilihan Umum
Legislatif dilakukan secara bersama-sama. Secara logika, jika pemilu dilakukan
secara serentak, maka parameter dari kursi atau suara legislatif tidak mungkin untuk
bisa ditentukan, karena pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum
Presiden/Wakil Presiden dilakukan secara bersamaan.

Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 yang mengatur mengenai PT ini telah
beberapa kali diajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi, tapi semuanya
ditolak dan tidak dapat diterima. Pemilihan Kepala Daerah serentak juga menuai
masalah seperti pemilihan umum serentak, meski dengan problem yang berbeda.
Problem pemilihan kepala daerah serentak muncul ketika banyak kepala daerah
yang harus selesai masa jabatannya pada tahun 2022 dan tahun 2023, sedangkan
pemilihan kepala daerah serentak baru dilakukan pada tahun 2024. Dengan
demikian, akan terjadi kekosongan kekuasaan di level daerah dalam kurun waktu
2022-2024.

Undang-undang No. 10 Tahun 2016 telah memberikan solusi terkait
kekosongan jabatan yang telah ditinggalkan oleh kepala daerah, baik itu Gubernur,
Bupati maupun Walikota. Pasal 201 ayat (10) undang-undang tersebut menyatakan
“Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang
berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Sementara itu Pasal 201

ayat (11) menyatakan “Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota,
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diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi
pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Pengaturan tentang pengangkatan penjabat kepala
daerah mengundang polemik di kalangan pakar. Polemik ini didasarkan pada
pengangkatan penjabatan kepala daerah yang dianggap bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18 ayat (4)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan
“Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah
dipilih secara demokratis. Secara konstitusional pengangkatan penjabat Kepala
Daerah untuk mengisi jabatan kepala daerah yang telah ditinggalkan oleh Kepala
Daerah sebelumnya bukan merupakan solusi yang baik, karena pengangkatan
penjabat Kepala Daerah ini tidak melalui proses yang demokratis. Oleh beberapa
pihak, Pasal 201 undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 ini diuji ke Mahkamah
Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
15/PUU-XX/2022 menolak permohonan pemohonan untuk seluruhnya.

Persoalan lainnya dari pengisian penjabat Kepala Daerah adalah terkait
dengan kewenangan yang dimiliki oleh penjabat Kepala Daerah. Undang-undang
Nomor 10 Tahun 2016 tidak mengatur mengenai kewenangan penjabat Kepala
Daerah. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan
penjabat Kepala Daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan
Wakil Kepala Daerah.Pasal 132 A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008
menyatakan :

Penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 130
ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan
kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala
daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang
menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon
kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang:

Melakukan mutasi pegawai;

Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan
yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;

Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat
sebelumnya; dan

Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan
program pembangunan pejabat sebelumnya.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah

mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan ketentuan
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Pasal 132 A ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, maka
kewenangan penjabat Kepala Daerah adalah kewenangan Kepala Daerah
sebagaimana diatur dalam Pasal 25 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
dikurangi larangan yang diatur dalam Pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 49
Tahun 2008.Pasal 25 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan : Kepala
Daerah mempunyai tugas dan wewenang :

Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;

Mengajukan rancangan Perda;

Menetapkan Perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD;
menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk
dibahas dan ditetapkan bersama; mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Dengan demikian, kewenangan penjabat Kepala Daerah berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 sama dengan kewenangan Kepala
Daerah tetapi dibatasi oleh larangan yang diatur dalam Pasal 132 A. Kewenangan
penjabat Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tidak bisa dijadikan
dasar terhadap kewenangan penjabat Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam
Pasal 201 undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.

Paling tidak ada dua alasan kenapa pembatasan kewenangan penjabat Kepala
Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008
tidak bisa dijadikan rujukan bagi penjabat Kepala Daerah sekarang. Pertama,
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 secara hierakhi merujuk pada undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai dasar hukumnya. Kedua, Pasal 132 A
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 mengatur mengenai larangan penjabat
Kepala Daerah dalam konteks untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah
karena mengundurkan diri sebagai kepala daerah untuk mencalonkan/dicalonkan
sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah. Sementara itu, penjabat Kepala Daerah
sebagaimana diatur dalam Pasal 201 undang-undang nomor 10 Tahun 2016
mengatur mengenai pengisian penjabat Kepala Daerah, karena Kepala Daerah
selesai masa jabatannya. Dalam kepustakaan hukum administrasi, dikenal beberapa
istilah yang kelihatannya sama tapi sebenarnya memiliki makna yang berbeda.

Istilah tersebut adalah Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat dan Penjabat
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Sementara. Seringkali ada pihak yang menggunakan istilah-istilah tersebut secara
sembarangan tanpa paham mengenai arti dari istilah yang digunakan tersebut.
Pembedaan antara keempat istilah tersebut penting, agar penggunaan antar keempat
istilah tersebut menjadi lebih jelas.

Pelaksana Tugas (PLT) adalah pejabat yang menempati kedudukan jabatan
sementara karena pejabat definitif yang menempati jabatan itu berhalangan tetap.
Misalnya jika di lingkungan perguruan tinggi terdapat dekan yang meninggal dunia,
maka Rektor menunjuk seorang pejabat lain untuk menempati jabatan Dekan
sampai ada orang yang menggantikan posisi Dekat tersebut secara definitive.
Sementara itu, Pelaksana harian (PLH) hampir mirip dengan Pelaksana Tugas
(PLT) tapi yang membedakannya adalah kalau Pelaksana Harian (PLH)
menggantikan pejabat yang berhalangan sementara, misalnya sakit atau naik haji.?*

Penjabat, yaitu penjabat sementara di mana pejabat yang ditunjuk tersebut
masih satu tingkat di bawah level jabatan pejabat yang berhalangan tetap. Sementara
itu Penjabat sementara adalah pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat sementara di
mana pejabat yang ditunjuk tersebut masih dua tingkat di bawah level jabatan
pejabat yang telah berhalangan tetap.?> Meskipun terdapat perbedaan dari keempat
istilah di atas, tetapi keempat istilah itu memiliki satu kesamaan, yakni bahwa baik
Pelaksana Tugas, Pelaksanaan Harian, Penjabat dan Penjabat sama-sama dirancang
untuk menduduki jabatan untuk sementara waktu. Pilihan istilah penjabat Kepala
daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 201 undang-undang Nomor 10 Tahun 2016
tentu memiliki konsekuensi secara konsep hukum. Lahirnya konsep penjabat
Kepala Daerah untuk mengantispasi kekosongan hukum sebagai konsekuensi dari
dihelatnya pemilihan Kepala Daerah secara serentak pada tahun 2024.
Pengangkatan penjabat Kepala Daerah ini tidak menjadi masalah ketika rentang
waktu antara pengangkatan penjabat Kepala Daerah dan pelantikan Kepala Daerah
terpilin tidak begitu lama. Persoalan muncul ketika rentang waktu antara
pengangkatan penjabat Kepala Daerah dan pelantikan Kepala Daerah terpilih lebih
dari satu tahun. Penjabat Kepala Daerah menjadi persoalan ketika diukur secara
yuridis berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Kalau dilihat pada Pasal 201 undang-undang Nomor 10

2Teuku Saiful Bahri Johan, Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta : Deepublish,
2018, him 152-153
21bid, hlm 152



Tahun 2016 secara mekanisme memang sangat berbeda dengan mekanisme
sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar
menggunakan mekanisme pemilihan secara demokratis. Mekanisme pemilihan
secara demokratis dapat dilakukan melalui du acara, yakni dipilih oleh rakyat secara
langsung dan dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mekanisme
pemilihan Kepala Daerah yang dapat dilakukan melalui pemilihan secara langsung
dan pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, karena pemilihan Kepala
Daerah secara konstitusional tidak masuk dalam rezim pemilihan umum. Antara
pemilihan Kepala Daerah dan pemilihan umum diatur dalam Pasal dan Bab yang
berbeda. Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Pasal 18 Bab VI, sedangkan
pemilihan umum, sedangkan pemilihan umum diatur dalam Pasal 22 E Bab VIIB
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jika pemilihan Kepala Daerah masuk dalam rezim pemilihan umum, maka
hanya ada satu mekanisme yang bisa dilakukan untuk memilih Kepala Daerah,
yakni dipilih langsung oleh rakyat. Namun demikian, meskipun dimungkinkan
dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tapi ini tetap merupakan
pembatasan konstitusional yang cukup ketat. Artinya, pembentuk undang-undang
tidak bisa mengatur selalin dua mekanisme di atas. Ironisnya, Mahkamah Konstitusi
justru menguatkan Pasal 201 undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan
menolak permohonan pemohon yang mempermasalahkan Pasal 201 dengan alasan
Pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi
menyatakan penunjukan penjabat Kepala Daerah sudah sejalan dengan prinsip
kedaulatan rakyat. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XX/2022,
Mahkamah menyatakan agar dipertimbangkan untuk mengeluarkan Peraturan
Pelaksana sehingga terukur dan jelas bahwa pengisian penjabat Kepala Daerah ini
tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi. Meskipun perdebatan mengenai
mekanisme pengangkatan Kepala Daerah ini telah selesai dengan keluarnya putusan
Mahkamah Konstitusi ini, tetapi secara teori persoalan mengenai pengangkatan
penjabat Kepala Daerah ini masih bisa diperdebatkan.

Persoalan mekanisme pengangkatan penjabat Kepala Daerah memiliki
dampak yang cukup serius bukan hanya pada konteks demokrasi saja, tetapi juga
berdampak pada kewenangan dari penjabat Kepala Daerah tersebut. Terdapat

perbedaan yang cukup signifikan antara kewenangan antara penjabat Kepala Daerah
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dan Kepala Daerah jika mekanisme pemilihan Kepala Daerah tidak sesuai dengan
prinsip demokrasi. Pengangkatan penjabat Kepala Daerah secara demokratis tidak
bisa hanya dimaknai Pemerintah hanya mengumumkan nama-nama calon Penjabat
Kepala Daerah kepada publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.

Pasal 201 ayat (9) undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan “Untuk
mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun
2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada
tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur,
penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.” Sementara itu, ayat (11)
menyatakan Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat
Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan
pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Frasa yang digunakan dalam Pasal 201 ayat (9) dan (11) ini
menggunakan adalah frasa pengangkatan bukan frasa pemilihan, sehingga secara
yuridis memiliki makna yang berbeda.

Kewenangan penjabat Kepala Daerah yang pengisian jabatannya melalui
proses pengangkatan dan kewenangan Kepala Daerah yang pengisian jabatannya
melalui proses pemilihan tentu menjadi berbeda. Untuk melihat perbedaan
kewenangan antara penjabat Kepala Daerah dan Kepala Daerah, maka harus melihat
dari aspek sumber wewenang atau cara memperoleh wewenang. Dalam teori hukum
administrasi terdapat 3 cara memperoleh wewenang, yakni melalui cara atribusi,
delegasi dan mandate.

Indroharto sebagaimana dikutip oleh Ridwan,?® mengatakan bahwa atribusi
merupakan pemberian wewenang yang baru oleh suatu ketentuan suatu peraturan
perundang-undangan. Oleh karena itu, sumber kewenangan atribusi langsung
bersumber pada peraturan perundang-undangan. Contoh dari kewenangan atribusi
adalah Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang menyatakan “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan

membentuk undang-undang.” Dengan demikian, kewenangan Dewan Perwakilan

2 Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2011, him 101
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Rakyat dalam membentuk undang-undang langsung bersumber pada Undang-
Undang Dasar. Berbeda dengan atribusi, pengertian delegasi dan mandat bukan
merupakan kewenangan asli atau kewenangan yang langsung bersumber pada
peraturan perundang-undangan, tetapi kewenangan yang perolehannya berdasarkan
pada pelimpahan. Delegasi adalah penyerahan wewenang kepada pihak lain dan
tanggungjawab ada pada penerima delegasi. Sementara itu, mandat merupakan
penyerahan wewenang kepada lain tetapi tanggung jawab ada pada pemberi mandat.
Unsur-unsur delegasi adalah sebagai berikut :

Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri
wewenang yang telah dilimpahkan itu;

Delegasi hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya
dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
Delegasi tidak kepada bawahan secara langsung, artinya dalam hubungan hierakhi
kepegawaian tidak diperkenankan delegasi; Kewajiban memberi keterangan,
artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan
tersebut;

. Peraturan kebijakan (beleids-regels), artinya delegans memberikan instruksi tentang
penggunaan wewenang tersebut.?*

Unsur-unsur mandate adalah sebagai berikut :

Mandat hanya diberikan oleh pejabat yang berwenang;

Mandat tidak membawa konsekuensi bagi penerima mandat (mandataris)
bertanggungjawab kepada pihak 111, namun dapat diwajibkan memberikan laporan
atas pelaksanaan kekuasaan pemberi mandate. Tanggung jawab pihak Ill dalam
kaitannya dengan tugas mandataris tetap berada pada pemberi kuasa (mandant);
Konsekuensi tekhnis administrative, seorang pemegang kuasa harus bertindak atas
nama pemberi kuasa (mandant). Sedang seorang pemberi delegasi dan pemegang
atribusi dapat bertindak mandiri;

Penerima kuasa dapat melimpahkan kuasa kepada pihak 111, hanya atas ijin dari
pemberi kuasa.®

Dari unsur-unsur delegasi dan mandate, maka dapat dilihat perbedaannya pada table

24philipus M Hadjon, Tentang Wewenang, Yuridika, No. 5&6 Tahun XII, Sep-Des, 1997, him 5
SSuwoto, Kekuasaan Dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Disertasi Surabaya : Fakultas
Pascasarja Universitas Airlangga, 1990 him 88-89



di bawah ini ;%

Delegasi

Mandat

Delegation of authority
The authority cannot be
exercised on an
incidental basis by an
organ that has the

original

command to execute
Authority may at any
time be undertaken by

the Mandans

There was a transitional

responsibility

No switching of
Liability

Must be under the Law

Not necessarily under

the Law

Must be written

Can be written, can

also be orally

Dari beberapa perbedaan antara delegasi dan mandate di atas, perbedaan
mendasar antara delegasi dan mandate adalah terletak pada peralihan
tanggungjawabnya. Dalam delegasi, terdapat peralihan tanggungjawab, karena
dalam delegasi terjadi peralihan wewenang, sedangkan dalam mandate, tidak ada
peralihan tanggungjawab, karena tidak ada peralihan mandate. Berdasarkan pada
teori sumber wewenang atau cara memperoleh wewenang di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara kewenangan Kepala Daerah dan
kewenangan penjabat Kepala Daerah. Sumber kewenangan Kepala Daerah adalah
atribusi, sedangkan kewenangan penjabat Kepala Daerah adalah delegasi. Logika
terkait cara memperoleh wewenang dari Kepala Daerah dan penjabat Kepala
Daerah, didasarkan pada konsep pemilihan secara demokratis terhadap Kepala
Daerah dan konsep pengangkatan terhadap penjabat Kepala Daerah.

Dalam pemilihan Kepala Daerah, Kepala Daerah yang berhasil memenangkan
kontestasi dan terpilih sebagai Kepala Daerah, maka dia memiliki tanggungjawab
penuh untuk melaksanakan program-programnya yang ditawarkan kepada rakyat

sehingga rakyat bersedia untuk memilih dirinya. Sementara itu, penjabat Kepala

2Ahmad Faris Zamakhsyari , Muhamad Adji Rahardian Utama, Jihan Syahida
Sulistyanti, Rasyanahla Ghaffar Baharudinsyah , Suci NabillaState Authority and Legal Action: How
to Prevent the State Misconduct?, Law Research Review Quarterly (2020), him 195



Daerah diangkat, sehingga dia memiliki kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan kinerjanya terhadap pejabat atasannya yang telah
mengangkatnya. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-
XX/2022 juga mengatakan agar penjabat Kepala Daerah kinerjanya dievaluasi
secara berkala, dan apabila kinerja penjabat Kepala Daerah kurang memuaskan,
maka penjabat Kepala Daerah tersebut dapat digantikan oleh orang lain.

Kedudukan penjabat Kepala Daerah yang sumber wewenangnya berasal dari
delegasi justru menimbulkan kondisi yang dilematis, karena penjabat Kepala
Daerah ini dirancang untuk memimpin daerah dalam waktu yang tidak sebentar.
Mereka diangkat untuk memimpin daerah antara satu hingga dua tahun. Mahkamah
Konstitusi memang menegaskan karena penjabat Kepala Daerah memimpin daerah
dalam durasi yang cukup lama, maka idealnya kewenangan yang dimilikinya harus
sama dengan Kepala Daerah. Logika dari Mahkamah Konstitusi ada benarnya jika
Kepala Daerah yang dimaksud adalah Gubernur. Gubernur memang dirancang
bukan hanya untuk melaksanakan fungsi desentralisasi, tetapi juga fungsi
dekonsentrasi. Gubernur sebagai pemimpin yang dipilih oleh rakyat, berarti dia
menjalankan fungsi desentralisasi, sedangkan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
Pusat, berarti dia menjalankan fungsi dekonsentrasi.

Menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,
Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat
kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi (vide Pasal 1 angka 8).
Sementara itu, Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah berdasarkan Otonomi Daerah (vide Pasal 1 angka 7). Otonomi daerah
sendiri merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur
dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian,
desentralisasi merupakan kewenangan dari pemerintahan daerah untuk mengurus
rumah tangganya sendiri dalam sisten Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berbeda dengan desentralisasi, dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu,
dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan
pemerintahan umum (vide Pasal 1 angka 9). Jika merujuk pada definisi

dekonsentrasi yang ditegaskan dalam Pasal 1 angka 9 undang-undang Nomor 23
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tahun 2014, maka sebenarnya ada dasar konstitusional bagi penjabat Gubernur.
Rumusan Pasal 1 angka 9 ini berbeda dengan rumusan undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 yang merupakan undang-undang sebelumnya. Menurut Pasal 1 angka
8 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Dekonsentrasi adalah pelimpahan
wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil
pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Perbedaan konsep
dekonsentrasi dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 terletak pada addresatnya. Dalam undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 pelimpahan wewenang ditujukan bukan hanya pada Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat, tetapi juga pada Bupati/Walikota.

Namun demikian, antara undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 juga memiliki kesamaan mengenai konsep
dekonsentrasi, yaitu sama-sama menegaskan bahwa gubernur adalah Wakil
Pemerintah Pusat. Perubahan konsep dekonsentrasi disebabkan telah terjadi
pergeseran konsep otonomi daerah secara paradigmatic dari undang-undang Nomor
32 Tahun 2004 ke undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014 lebih berlanggam sentralistik dibandingkan undang-undang
sebelumnya. Oleh karena itu, pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada
daerah menjadi lebih nampak pada undang-undang nomor 23 Tahun 2014 ini.
Dominasi Pemerintah Pusat terhadap daerah memang sangat dimungkinkan demi
terjaganya marwah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi bukan berarti
dominasi Pemerintah Pusat terhadap daerah ini menghilangkan esensi dari otonomi
daerah itu sendiri. Esensi otonomi daerah berbanding lurus dengan konsekuensi
pilihan model pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Kelebihan pemilihan
Kepala Daerah secara langsung ini terletak pada legitimasi politiknya. Legitimasi
yang diberikan oleh rakyat daerah kepada Kepala Daerah yang dipilihnya itu
mengandung konsekuensi bahwa Kepala Daerah harus melaksanakan visi-misi dan
program kerjanya yang telah ditawarkannya kepada rakyat yang telah memilihnya
itu.

Penjabat Kepala Daerah tentu akan mengalami kesulitan jika harus
menerapkan visi-misi dari Kepala Daerah sebelumnya, meskipun Mahkamah
Konstitusi menegaskan bahwa penjabat Kepala Daerah harus mampu menjalankan

rencana pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
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Daerah (RPJPD),%” namun RPJPD itu masih abstrak dan harus dijabarkan melalui
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). RPJMD ini merupakan hasil
elaborasi dari visi-misi dari Kepala Daerah sebelumnya. Secara konstitusional,
karena pemilihan Kepala Daerah ini tidak masuk dalam rezim pemilihan umum,
sehingga tidak ada pengaturan secara tegas terkait periode jabatan Kepala Daerah,
maka seharusnya tidak masalah jika jabatan Kepala Daerah ini diperpanjang hingga
mendekati waktu kontestasi pemilihan Kepala Daerah. Misal diperpanjang menjadi
dua tahun. Perpanjangan masa jabatan Kepala Daerah ini tidak bertentangan dengan
konstitusi, karena memang tidak diatur mengenai periodisasi jabatan Kepala Daerah
di Undang-Undang Dasar.

Pengaturan terkait periodesasi hanya ada pada jabatan Presiden dan Wakil
Presiden. Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan
“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan
sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu
kali masa jabatan.” Dengan demikian, untuk Presiden dan Wakil Presiden masa
jabatannya tidak boleh diperpanjang sebab konstitusi telah membatasinya.
Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah bertentangan dengan semangat
demokrasi sebagaimana diatur dalam konstitusi, karena konstitusi menegaskan
jabatan Kepala Daerah harus dipilih secara demokratis. Dengan demikian,
seharusnya kewenangan penjabat Kepala Daerah dan Kepala Daerah adalah
berbeda. Penjabat Kepala Daerah diangkat oleh atasannya, meskipun melalui
seleksi terbuka, tetapi jalur tanggungjawab politiknya tentu akan berbeda dengan
jalur tanggungjawab politik Kepala Daerah. Jalur politik penjabat Kepala Daerah
kepada atasan yang mengangkatnya, sedangkan Kepala Daerah tanggungjawab
politiknya kepada rakyat yang memilihnya.

Terdapat hubungan antara mekanisme pemilihan Kepala Daerah dan
kewenangan yang dimilikinya. Jika Kepala Daerah dipilih secara demokratis,
khususnya dipilih secara langsung oleh rakyat, maka kewenangan Kepala Daerah
adalah atributif. Namun jika mekanismenya melalui pengangkatan oleh pejabat
atasannya, meskipun melalui seleksi yang terbuka, maka kewenangannya adalah
delegasi. Penjabat Kepala Daerah menurut Pasal 201 ayat (9) dan (10) pengisian

jabatannya melalui mekanisme pengangkatan, sehingga seharusnya kewenangan
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penjabat Kepala Daerah adalah delegasi. Oleh karena itu, penjabat Kepala Daerah
bisa dievaluasi setiap saat dan kalau dalam kinerjanya menurut atasannya kurang
bagus, maka atasannya dapat mengganti dengan penjabat yang baru.

Penjabat Kepala Daerah menjabat dalam waktu yang relatif lama, yakni
sekitar satu hingga dua tahun. Oleh karena itu ironis jika penjabat Kepala Daerah
memiliki kewenangan yang sama dengan kewenangan Kepala Daerah yang dipilih
secara demokratis. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 memang lebih bercorak
sentralistik dibanding undang-undang sebelumnya. Hal ini wajar, mengingat
Indonesia merupakan Negara Kesatuan sehingga Pemerintah Pusat diperbolehkan
untuk melakukan intervensi ke daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Namun intervensi Pemerintah Pusat ke daerah ini tidak boleh
bertentangan dengan esensi otonomi daerah. Esensi otonomi daerah ini sejalan
dengan pilihan mekanisme pemilihan Kepala Daerah secara demokratis ini. Jika
Kepala Daerah dipilih secara langsung, maka dia memiliki legitimasi politiknya
dibanding melalui mekanisme pengangkatan, sehingga akan berdampak pada
kewenangannya. Rekomendasi Meskipun melalui putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 15/PUU-XX/2022 dinyatakan bahwa pengangkatan Penjabat Kepala Daerah
adalah konstitusional, tetapi putusan ini masih menyisakan perdebatan di kalangan
ahli hukum tata negara dan hukum administrasi. Bagaimanapun juga meskipun
menggunakan mekanisme seleksi terbuka dalam proses pengangkatannya, tetapi
penjabat Kepala Daerah bukan Kepala Daerah, sehingga kewenangannya tidak bisa
disamakan dengan kewenangan Kepala Daerah.Oleh karena itu, seharusnya tidak
perlu  mengangkat penjabat Kepala Daerah, tetapi cukup dengan cara
memperpanjang masa jabatan Kepala Daerah. Perpanjangan masa jabatan Kepala
Daerah ini tidak bertentangan dengan konstitusi karena dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia tidak diatur mengenai masa jabatan Kepala
Daerah.

Wakil Ketua Komisi Il DPR RI Saan Mustopa meminta Menteri Dalam
Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mencabut Surat Edaran (SE) yang mengizinkan
penjabat (Pj), pelakasana tugas (PIt) dan pejabat sementara (Pjs) kepala daerah
memutasi atau memberhentikan Aparatur Sipil Negara (ASN). Adapun hal itu diatur
dalam SE Mendagri Nomor 821/5492/SJ tertanggal 14 September 2022. “Dampak-
dampak yang akan kita hadapi terkait surat edaran itu nanti agak susah, karena

penjabat ini lama, bukan seperti penjabat sebelumnya yang batas waktunya bulanan
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(sebentar),” tutur Saan dalam rapat bersama Kemendagri di Kompleks Parlemen
Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/2022). Baca juga: Mendagri Izinkan Penjabat Kepala
Daerah Lakukan Mutasi Saan menilai, selain masa jabatan, para pejabat sementara
itu berjumlah banyak. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari
diselenggarakannya Pemilu Serentak 2024. la menilai, SE Kemendagri itu juga
rawan disalahgunakan oleh para pejabat sementara. “Rawan namanya abuse of
power. itu rawan sekali. Maka terkait dengan itu kita coba diskusikan apakah
misalnya coba dicabut digantikan dengan surat edaran yang baru,” sebut Saan.
“Dievaluasi, atau direvisi terkait dengan soal surat edaran itu supaya dasar
hukumnya tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada,” paparnya.

Saan juga meragukan pengawasan dari Kemendagri terkait implementasi SE
tersebut. Menurutnya, tanpa kontrol yang kuat, pejabat sementara bisa
memanfaatkan kewenangan yang diberikan untuk kepentingan pribadinya. “Dia
(pejabat sementara) akan menyalahgunakan SE Mendagri untuk kepentingan
politiknya, akan bertindak sewenang-wenang terhadap ASN karena tidak perlu izin
tertulis,” ujarnya. Baca juga: Kemendagri Berikan Tanggapan soal Pj, Plt, dan Pjs
Kepala Daerah yang Bisa Berhentikan ASN Tanpa Izin Diberitakan sebelumnya,
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, penerbitan Surat Edaran
(SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 821/5492/SJ tanggal 14 September
2022 bertujuan untuk menjadikan pembinaan kepegawaian di daerah berjalan lebih
efektif dan efisien. Kemendagri meluruskan anggapan bahwa edaran tersebut
memberikan izin kepada penjabat (pj), pelaksana tugas (plt), maupun penjabat
sementara (pjs) kepala daerah untuk memutasi atau memberhentikan aparatur sipil
negara (ASN) begitu saja.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan mengatakan,
SE tersebut berisi dua poin pokok dalam mendukung pembinaan kepegawaian di
daerah agar lebih efektif dan efisien. Pertama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
memberikan izin kepada pj, plt, dan pjs kepala daerah untuk menjatuhkan sanksi
atau hukuman disiplin bagi ASN yang tersangkut korupsi dan pelanggaran disiplin
berat. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
94 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa kepala daerah harus menetapkan
penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat bagi ASN yang tersandung korupsi.
Benni mencontohkan, apabila ada seorang ASN yang ditahan Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana
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korupsi, maka bupati akan melakukan pemberhentian sementara. Namun, sebut dia,
hal itu tidak bisa langsung dilakukan, karena harus mendapat izin Mendagri terlebih
dahulu. Sedangkan amanat PP Nomor 94 Tahun 2021 menyebut bahwa pegawai
yang bersangkutan harus segera diberhentikan sementara. “Sehingga, dengan izin
yang tersebut dalam SE, ASN yang melakukan pelanggaran dapat segera diberikan
sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku,” terang Benni dalam keterangan
persnya, Minggu (18/9/2022). Baca juga: Pj Kepala Daerah Bisa Sanksi Tanpa lzin,
Kemendagri: Demi Efisiensi Poin kedua, lanjut Benni, Mendagri memberikan izin
kepada pj, plt, dan pjs kepala daerah yang akan melepas dan menerima ASN yang
mengusulkan pindah status kepegawaian (mutasi) antardaerah maupun
antarinstansi. Dengan demikian, pj, plt, dan pjs kepala daerah tidak perlu lagi
mengajukan permohonan persetujuan tertulis sebagaimana yang diatur sebelumnya.
Upaya tersebut dilakukan agar proses pindah status kepegawaian tersebut berjalan
lebih efektif dan efisien. Contohnya adalah ketika seorang pj bupati akan melepas
ASN-nya pindah ke kabupaten lain.

Kedua kepala daerah, baik yang melepas maupun menerima, harus
mendapatkan izin Mendagri terlebih lebih dulu sebelum menandatangani surat
melepas dan menerima pegawai. Padahal, pada tahap selanjutnya, mutasi
antardaerah tersebut akan tetap diproses oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi
Daerah (Otda) Kemendagri dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dengan
demikian, untuk mempercepat proses pelayanan mutasi, penandatanganan izin
melepas dan menerima tersebut akan diberikan. “Pada dasarnya, SE itu hanya
memberikan persetujuan amat terbatas, hanya dua urusan diatas kepada pj kepala
daerah untuk kecepatan dan kelancaran birokrasi pembinaan kepegawaian, dan
sangat jauh berbeda dengan kewenangan kepala daerah definitif,” ujar Benni. Baca
juga: Fraksi PSI Usul Pembentukan Pansel Penjabat Gubernur DKI Jakarta Namun,
lanjut Benni, untuk mutasi pejabat internal daerah, seperti pengisian jabatan tinggi
pratama serta administrator, pj, plt, dan pjs kepala daerah tetap harus mendapatkan
izin tertulis dari Mendagri. “Kalau tidak dapat izin dari Mendagri, kebijakan
tersebut tidak dapat dilakukan oleh daerah,” tegasnya. Selanjutnya, sebut Benni,
setelah proses pembinaan kepegawaian tersebut dilaksanakan, pj, plt, dan pjs kepala

daerah akan melaporkan kepada Mendagri. “(Laporan kepada Mendagri) paling
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lambat tujuh hari terhitung sejak kebijakan tersebut diambil,” ucapnya.?®

Kementerian Dalam Negeri melaksanakan sosialiasi terkati Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ tentang Persetujuan dalam Aspek
Kepegawaian Perangkat Daerah kepada Pelaksana Tugas (PIt), Penjabat (Pj), dan
Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Daerah (KDH). Sekretaris Jenderal Kemendagri
Suhajar Diantoro menjelaskan kepada pera Penjabat dari berbagai daerah secara
virtual, Jumat, 23 September 2022, bahwa terbitnya SE Nomor 821/5492/SJ untuk
menjelaskan tentang kewenangan terbatas yang dimiliki oleh PIIt, Pj, dan Pjs.
Misalnya terkait pemberian sanksi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
melanggar hukum dan menandatangani persetujuan mutasi pegawai antardaerah.

Keterbatasan itu mengharuskan Pj kepala daerah mengajukan izin kepada
Mendagri dalam mengambil kebijakan tersebut. Akibatnya, berkas pengajuan izin
dari Pj kepala daerah menumpuk di Kemendagri. Karena itu, untuk mempercepat
proses pelayanan dan mengefisiensikan penyelenggaraan pemerintahan,
Kemendagri menyederhanakan proses tahapan yang memerlukan persetujuan
Mendagri. Penyederhanaan itu dilakukan dengan lebih dulu melakukan pendataan
terhadap tahapan yang dinilai dapat diringkas. Suhajar menjelaskan, SE tersebut
hanya memberikan persetujuan kepada PIt, Pj, maupun Pjs kepala daerah secara
terbatas. Hal ini meliputi dua poin yang dijelaskan pada bagian nomor 4 huruf (a)
dan (b) yang diatur dalam SE tersebut. Pertama, persetujuan untuk melakukan
pemberhentian, pemberhentian sementara, dan penjatuhan sanksi bagi ASN yang
melanggar disiplin atau tindak lanjut proses hukum sesuai peraturan perundang-
undangan.

Alasan proses tersebut menjadi bagian yang disederhanakan, karena
penjatuhan sanksi terhadap ASN yang melanggar disiplin atau tersandung masalah
hukum merupakan langkah yang harus diambil. Apabila pegawai Yyang
bersangkutan keberatan terhadap persetujuan sanksi yang ditandatangani, maka
tetap dapat mengajukan banding ke pihak kepegawaian sesuai peraturan. “Lalu
orang mengatakan kan harus izin? Itu kan surat izin, itulah surat izinnya, maka kami
mendelegasikan kewenangan itu, maka surat yang kami kirim itu adalah pemberian
izin,” ujarnya. Dia menegaskan, pemberhentian sementara ASN yang ditahan
karena menjadi tersangka tindak pidana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-

28 Mendagri Diminta Cabut SE yang Izinkan Pj Kepala Daerah Mutasi ASN (kompas.com)
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Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Kebijakan tersebut juga diatur
dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Kalau sudah menjadi tersangka, sudah perintah pengadilan, menurut kami
izin yang kami tanda tangani itu hanya administrasi tambahan, toh wajib juga
ditandatangani oleh Pj. Inilah yang menurut kami berdasarkan surat edaran ini
memberikan izin kepada Pj untuk menandatangani dokumen kepegawaian
tersebut,” kata dia.Kemudian persetujuan kedua yang diatur dalam SE, yakni
menyangkut penandatanganan persetujuan mutasi pegawai antardaerah dan
antarinstansi pemerintahan, sesuai ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam
peraturan perundang-udangan. Dia menegaskan, persetujuan mutasi tersebut bukan
merupakan Surat Keputusan (SK) mutasi.

Suhajar menjelaskan alasan diberikannya persetujuan kepada PIt. Pj, dan Pjs
kepala daerah untuk menandatangani berkas persetujuan mutasi pegawai. Ini karena
mekanisme mutasi antardaerah dan antarinstansi itu mensyaratkan adanya
persetujuan pindah dari daerah tugas sebelumnya maupun daerah penerima atau
yang dituju.“Setelah Bapak (Pj) menandatangani persetujuan si A pindah dari
daerah Bapak, kemudian Pj di sebelah sana menyetujui, surat itu kan dikirim ke
(Ditjen) Otda (Otonomi Daerah), diproses di Otda, dikirim ke BKN. (Kemudian)
keluar Pertek (Pertimbangan Teknis) BKN, baru balik ke Otda, Dirjen Otda tanda
tangan lagi. Jadi saya tidak pernah meragukan rekan-rekan Pj ini, ini baru
persetujuan, proses setuju, bukan SK pindahnya, sangat prosedural,” tuturnya.
Karena itu, Suhajar menegaskan, ketentuan Pasal 73 ayat (4) UU tentang ASN tetap
berlaku. Artinya, mutasi PNS antarkabupaten/kota maupun provinsi dan
antarprovinsi ditetapkan oleh Mendagri setelah memperoleh pertimbangan Kepala
BKN. “Itu tetap, jadi yang dikasih kewenangan apa? Ya itu surat persetujuannya
saja,” tandasnya. Di lain sisi, meski diberikan persetujuan tertulis terkait dua
kebijakan tersebut, PIt, Pj, maupun Pjs kepala daerah tetap harus melaporkannya

kepada Mendagri paling lambat 7 hari setelah langkah itu diambil.?°
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2. IMPLIKASI HUKUM DARI KEWENANGAN PENJABAT KEPALA
DAERAH
2.1. Pengertian Implikasi Hukum

Sebelum mengkaji mengenai implikasi hukum kewenangan Penjabat Kepala Daerah
Menurut undang-undang No. 10 Tahun 2016, alangkah baiknya diuraikan terlebih dahulu
mengenai pengertian dari implikasi hukum. Dalam ranah ilmu hukum, pengertian bukan
sekedar arti yang bersifat kognitif, tetapi pengertian merupakan suatu konsep, sebagai dasar
bagi peneliti untuk mengkaji obyek yang akan diteliti. Implikasi hukum memiliki makna yang
berbeda dengan akibat hukum. Sebagaimana diketahui, istilah yang lazim digunakan dalam
praktik hukum adalah akibat hukum. Hal ini wajar, mengingat peraturan perundang-undangan
di Indonesia, lebih sering menggunakan istilah akibat hukum dibanding istilah lainnya. Pasal 1
angka 9 undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua dari undang-undang No.

5 Tahun 1986 menyatakan unsur dari keputusan tata usaha negara, yakni :

1. Penetapan tertulis

2 Dikeluarkan oleh Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara

3 Bersifat konkrit, individual, final

4. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara

5 Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Istilah yang digunakan dalam keputusan tata usaha negara adalah akibat hukum, sebagaimana
dinyatakan di atas. Akibat hukum jika dikaji dari aspek hukum administrasi mengandung
pengertian, “akibat yang dapat menimbulkan lahirnya dan hilangnya hak dan kewajiban bagi
seseorang atau badan hukum perdata.” Jika seseorang itu diangkat sebagai pegawai negeri,
maka akibat hukumnya dia akan memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan
perundang-undangan tentang kepegawaian. Namun, jika dia diberhentikan secara tidak hormat,
maka hak dan kewajiban sebagai pegawai negeri sipil yang selama ini dia nikmati, menjadi
hilang. Jika akibat hukum ini berkaitan dengan hilangnya hak dan kewajiban seseorang, maka
Badan atau Pejabat Pemerintah yang mengeluarkan keputusan yang berakibat hilangnya hak
dan kewajiban itu akan berpotensi menuai gugatan.

Seringkali istilah implikasi, akibat dan konsekuensi digunakan secara bergantian tanpa
memahami maksud perbedaan dari ketiganya. Dalam ilmu hukum, istilah bukan sekedar
penyebutan, tetapi istilah yang mengandung suatu pengertian. Menurut Philipus M. Hadjon,

istilah yang mengandung pengertian di dalam hukum disebut sebagai konsep hukum.3® Untuk

30Philipus M. Hadjon, Argumentasi Hukum, Yogyakarta :Gajah Mada University Press, 2017, him
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menjelaskan konsep hukum itu dibutuhkan teori hukum.3!

Menurut Jazim Hamidi, terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara implikasi,
akibat dan konsekuensi. Kata akibat sendiri mempunyai arti yang sesuatu yang menjadi
kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya.®? Kata
konsekuensi berarti akibat dari suatu perbuatan atau persesuaian dengan yang dahulu.®® Akibat
dan konsekuensi menunjuk pada maksud yang sama yaitu akibat secara langsung, kuat dan
eksplisit.3

Akibat hukum juga mengandung pengertian lahirnya hak dan kewajiban seseorang dan
juga hilangnya hak dan kewajiban seseorang. Contoh, jika Ani lulus tes Calon Pegawai Negeri
Sipil (CPNS) lalu Surat Keputusan (SK) CPNS dia telah terbit, maka dia memiliki hak dan
kewajiban baru sebagai CPNS. Kewajiban yang dia miliki sama dengan PNS pada umumnya.
Dia harus melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan
yang mengatur tentang PNS. Di samping itu dia juga punya hak yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan. Hak dia antara lain adalah menerima gaji setiap bulannya sebesar 80%.

Setelah CPNS selama satu tahun, dia akan mengikuti serangkaian tahapan untuk naik
menjadi PNS. Setelah dia jadi PNS, maka hak dia untuk mendapatkan gaji menjadi 100%. Dia
juga berhak untuk mendapatkan tunjangan sebagaimana ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan.

Seorang PNS tidak hanya akan mendapatkan hak dan kewajibannya, tetapi PNS juga
akan terancam kehilangan hak dan kewajibannya jika melanggar larangan dan kewajiban
sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hilangnya hak dan kewajiban
karena dia melakukan pelanggaran terhadap larangan dan kewajiban bisa berakibat langsung
dan tidak langsung. Akibat yang langsung ini biasa disebut sebagai akibat hukum, sedangkan
akibat yang tidak langsung disebut sebagai implikasi hukum.

2.2. Implikasi Hukum Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Menurut Undang-Undang No. 10
Tahun 2016.

Berbicara mengenai implikasi hukum terhadap kewenangan, maka tidak bisa
dilepaskan begitu saja dengan teori kewenangan dan teori pertanggungjawaban. Teori
kewenangan akan sangat berkaitan dengan teori pertanggungjawaban, karena setiap

kewenangan yang dilakukan oleh pejabat Pemerintah juga akan membawa konsekuensi pada

1bid

32Jazim Hamidi, Revolusi Hukum Indonesia, Yogyakarta : Kerjasama Konstitusi Press & Citra Media, 2006,
him 199-200

1bid

*1bid
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tanggungjawab yang akan diemban oleh pejabat yang bersangkutan.

Keterkaitan antara kewenangan dan tanggung jawab dapat dilihat pada teori tentang
sumber wewenang atau cara memperoleh wewenang. Dalam khazanah hukum tata negara dan
hukum administrasi, sumber wewenang paling tidak terdiri atas tiga, yakni atribusi, delegasi
dan mandat. Atribusi memiliki pengertian bahwa kewenangan yang dimiliki oleh pejabat
Pemerintah langsung bersumber pada peraturan perundang-undangan. Sementara itu, delegasi
mengandung pengertian bahwa kewenangan yang dimiliki oleh pejabat Pemerintah merupakan
hasil pelimpahan dan tanggung jawab atau tanggung gugat ada pada pejabat yang mendapatkan
delegasi tersebut. Mandat juga bukan merupakan kewenangan asli dari pejabat Pemerintah,
tetapi dia memiliki perbedaan yang signifikan dengan delegasi.

Dalam delegasi tanggung jawab atau tanggung gugat ada pada penerima delegasi.
Sementara itu, dalam mandate tanggung jawab atau tanggung gugat ada pada pemberi mandate.
Argumentasi bahwa mandate itu tanggungjawab atau tanggung gugat ada pemberi mandate,
karena penerima mandate hanya bertindak atas nama pemberi mandate. Dengan demikian,
penerima mandate hanya sebagai pelaksana teknis pemberi mandate. Kewenangan yang asli
tetap pada pemberi mandate.

Kewenangan penjabat Kepala Daerah, baik itu Gubernur, Bupati dan Walikota
memiliki implikasi yang tidak sederhana. Sebagaimana diketahui, kewenangan penjabat
Kepala Daerah sangat berbeda dengan kewenangan Kepala Daerah, jika dilihat dari sumber
kewenangannya. Kewenangan Kepala Daerah bersumber pada atribusi, karena kewenangan itu
langsung diperoleh langsung dari undang-undang No. 23 Tahun 2014. Banyak yang
beragumentasi kalau Kepala Daerah dan penjabat Kepala Daerah itu sama. Artinya
kewenangan yang dimiliki adalah sama. Padahal antara penjabat Kepala Daerah dan Kepala
Daerah itu berbeda.

Secara teoritik antara legalitas dan legitimasi memiliki keterkaitan yang erat. Legalitas
jika dikaitkan dengan prinsip demokrasi, maka akan bertumpu pada legitimasi. Jika
dibandingkan dengan problem kekosongan jabatan Presiden dan/Wakil Presiden, maka
kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden akan segera bisa diatasi, karena ada
jaminan secara konstitusional terkait dengan jabatan Presiden dan/Wakil Presiden. Jika
Presiden wafat atau mengundurkan diri, maka Wakil Presiden akan menggantikan sebagai
Presiden sampai habis masa jabatannya.

Jika Presiden dan/atau Wakil Presiden sama-sama berhalangan tetap, maka Menteri
Dalam Negeri, Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri sebagai triumvirat akan

menggantikan tugas Presiden sampai dengan terpilihnya Presiden definitif yang ditetapkan oleh
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Majelis Permusyaratan Rakyat. Terkait dengan masa jabatan Kepala Daerah yang telah selesai,
memang aturan telah memberi jalan keluar dengan mengangkat penjabat Kepala Daerah.
Namun demikian, karena penjabat Kepala Daerah tidak dipilih secara demokratis, maka
penjabat Kepala Daerah lemah secara legitimasi.

Sumber kewenangan dari penjabat Kepala Daerah berasal dari delegasi, karena dia
diangkat oleh Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu, penjabat Kepala Daerah harus
melakukan instruksi dari Menteri Dalam Negeri. Secara praktik ketatanegaraan, selama ini
memang pemerintahan daerah memiliki hierarkhis dengan pemerintah pusat, dalam hal ini
adalah Kementerian Dalam Negeri. Dapat dikatakan hampir semua pemerintahan daerah
mengacu pada regulasi yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Jalur hierakhis antara pemerintahan daerah dan Kementerian Dalam Negeri, disebabkan
di daerah tidak dikenal dengan praktik pemisahan/pembagian kekuasaan, sebagaimana terjadi
di level pemerintah pusat. Pada pemerintah pusat memang dikenal pembagian kekuasaan antara
legislatif, eksekutif dan yudisial. Ketiga cabang kekuasaan utama tersebut saling melakukan
check and balances.

Meskipun di daerah juga mengenal keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik
di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, tetapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak
diakui sebagai legislatif daerah, sebagaimana Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Pembagian kekuasaan di level daerah terjadi jika dikaitkan dengan hubungan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah daerah. Dengan demikian, pembagian/pemisahan kekuasaan di level
daerah tidak mengenal model pemisahan kekuasaan secara horizontal, tetapi
pemisahan/pembagian kekuasaan secara vertikal.

Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menempatkan
kedudukan Pemerintah Pusat lebih kuat dibandingkan Pemerintah Daerah dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan berarti Pemerintah Daerah tidak memiliki
kewenangan sama sekali. Dalam teori Pemerintahan Daerah dikenal 3 asas utama dalam
penyelenggaraan Pemerintahan di daerah.

Adapun ketiga asas utama itu adalah sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 23
Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat
kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi;

Dekonsentrasi adalah diartikan sebagai pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat,
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kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota
sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum;

Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk
melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan

sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Pengertian asas desentralisasi adalah penyerahan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah
Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Asas otonomi ini menekankan tentang
kebebasan daerah dalam mengelola daerahnya. Oleh karena itu, tidak semua urusan
pemerintahan daerah menjadi wilayah kewenangan dari Pemerintah Pusat.

Jika dilihat dari asas otonomi, maka Penjabat Kepala Daerah bukan merupakan Kepala
Daerah, karena dia diangkat oleh Pemerintah Pusat. Penjabat Kepala Daerah tidak memiliki
kewenangan mandiri atau atributif. Penjabat Kepala Daerah dalam melaksanakan
kewenangannya akan sangat tergantung pada delegasi yang diberikan oleh Menteri Dalam
Negeri.

Pada tanggal 14 September, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran (SE)
Nomor 821/5492/SJ. Isi dari SE itu adalah Penjabat Kepala Daerah berwenang untuk memecat
dan memutasi ASN. Secara yuridis kedudukan Surat Edaran ini sangat lemah. Surat Edaran ini
tidak masuk dalam peraturan perundang-undangan. Surat Edaran hanya merupakan peraturan
kebijakan (beleidsregels) yang hanya mengikat secara internal. Surat Edaran tidak akan bisa
memiliki implikasi hukum secara eksternal.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini tentu tidak bisa dijadikan dasar bagi Penjabat
Kepala Daerah untuk melakukan pemecatan dan mutasi ASN. Kewenangan dalam melakukan
pemecatan dan mutase ASN hanya dapat dilakukan oleh Pejabat yang memiliki kewenangan.
Sementara itu, Penjabat Kepala Daerah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan
pemecatan dan mutasi ASN.

2.3. Problematik Hukum Penjabat Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Kewenangannya
Sebagaimana diketahui bahwa sumber kewenangan yang dimiliki oleh Penjabat Kepala
Daerah adalah delegasi. Dengan demikian, Menteri Dalam Negeri dapat mengganti Penjabat
Kepala Daerah, jika Penjabat Kepala Daerah itu tidak berhasil mencapai target yang telah
ditetapkan olen Menteri Dalam Negeri. Berbeda dengan Penjabat Kepala Daerah, Kepala
Daerah tidak bisa seenaknya diganti oleh Menteri Dalam Negeri, karena Kepala Daerah

memiliki legitimasi yang kuat. Kekuatan legitimasi Kepala Daerah ini karena Kepala Daerah
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dipilih secara demokratis.

Dalam praktik hukum administrasi, seorang Pejabat Pemerintah yang memiliki
kewenangan atributif akan lebih leluasa dalam melaksanakan kewenangannya. Kewenangan
diskresi seorang Pejabat juga berasal dari kewenangan atributif. Kewenangan Pejabat untuk
mendelegasikan kewenangannya kepada pihak lain juga berasal dari kewenangan atributif.

Berbeda dengan kewenangan atributif, dalam kewenangan delegasi Pejabat tidak bisa
mendelegasikan kembali wewenang yang telah dia dapat melalui delegasi. Dalam hukum
administrasi dan hukum tata negara terdapat asas delegatus non potest delegare.®® Asas ini
mengandung pengertian bahwa penerima delegasi tidak berwenang mendelegasikan lagi tanpa
persetujuan pemberi delegasi.*

Dalam praktik pemerintahan di daerah, Gubernur sebagai Kepala Daerah seringkali
mendelegasikan sebagian urusannya kepada Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.
Sebagaimana diketahui tugas-tugas Gubernur begitu banyak dan beban tugas Gubernur yang
begitu padat.®” Dengan demikian, Gubernur mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada
Sekretaris Daerah. Yang didelegasikan adalah kewenangan Gubernur dalam hal penandatangan
Keputusan Gubernur, yang diatur dalam Pasal 115 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah.

Penyelenggaraan wewenang juga terjadi di bidang pelayanan perizinan dan non
perizinan kepada Kepala Dinas. Hal ini terjadi di Kabupaten Boolang Mongondow Provinsi
Sulawesi Utara. Pendelegasian itu diatur dalam Peraturan Bupati Boolang Mongondow Nomor
40 Tahun 2018 tentang pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan
nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Boolang Mongondow. Praktik delegasi wewenang Bupati juga terjadi di beberapa
daerah seperti Bengkulu Utara dan Bangka Selatan.

Praktik pendelegasian semacam ini tidak akan menjadi masalah jika yang melakukan
adalah Kepala Daerah, baik itu Gubernur, Bupati dan Walikota. Namun, ini akan menjadi
masalah jika yang mendelegasikan adalah Penjabat baik itu Penjabat Gubernur, Bupati maupun
Walikota. Persoalan terletak pada sumber kewenangan yang dimiliki oleh Penjabat Kepala
Daerah. Kewenangan yang dimiliki oleh Penjabat Kepala Daerah adalah delegasi. Sementara

itu, berdasarkan asas delegatus non potest delegare, Penjabat Kepala Daerah tidak bisa

3Moh Fadli, Peraturan Delegasi, Malang : UB Press, him 12

%1bid

$7Yunita Ratnasari Y dan Galang Asmara, Pendelegasian Sebagian Wewenang Gubernur Kepada Sekretaris
Daerah Dalam Penandatanganan Keputusan Gubernur, Jurnal Kertha Semaya, Vol 8 No. 5 Tahun 2020, him.
733-745
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mendelegasikan kembali wewenang yang telah diterimanya tersebut.

Problem pendelegasian wewenang Penjabat Kepala Daerah kepada instansi lain
menjadi sangat penting di sini, karena secara praktik Kepala Daerah baik itu Gubernur, Bupati
dan Walikota seringkali mendelegasikan sebagian wewenangnya, khususnya dalam hal
perizinan. Pendelegasian sebagian wewenang merupakan hal yang wajar dalam praktik
pemerintahan di daerah, karena beban tugas dari Kepala Daerah memang sangat banyak.

Peraturan mengenai delegasi kewenangan seperti yang dilakukan oleh Bupati sebelum
digantikan oleh Penjabat Bupati memang masih berlaku, sehingga Kepala Dinas yang
mendapat delegasi tetap bisa melaksanakan kewenangannya, karena Peraturan Bupati yang
menjadi dasar delegasi belum dicabut. Persoalan muncul jika ada bidang-bidang tugas lain yang
perlu pendelegasian, tetapi oleh Bupati sebelumnya belum didelegasikan kepada Kepala Dinas
atau Organisasi Perangkat Daerah lainnya.

Problem lainnya adalah terkait dengan produk hukum yang akan menjadi dasar hukum
bagi Kepala Dinas untuk menerima delegasi. Selama ini yang menjadi dasar hukum bagi
pendelegasian sebagian wewenang Gubernur, Bupati dan Walikota adalah Peraturan Kepala
Daerah, baik itu Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan, jenis dan hierakhi

Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

T o

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

a o

Peraturan Pemerintah;

@

Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Sementara itu, Pasal 8 ayat menyatakan :

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi,
Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau
komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah
Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
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(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya
dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dalam Pasal 8 ayat (1) tidak ditemukan istilah atau nomenklatur Peraturan Penjabat
Gubernur, Peraturan Penjabat Bupati dan Peraturan Penjabat Walikota. Dengan demikian,
Penjabat Kepala Daerah, baik itu Gubernur, Bupati maupun Walikota tidak bisa mengeluarkan
produk hukum berupa Peraturan Penjabat Gubernur, Peraturan Penjabat Bupati dan Peraturan
Penjabat Walikota.

Bagaimanapun juga antara Penjabat Kepala Daerah, baik Penjabat Gubernur, Penjabat
Bupati maupun Penjabat Walikota berbeda dengan Kepala Daerah, baik itu Gubernur, Bupati
dan Walikota. Dengan demikian, yang berwenang untuk mengeluarkan produk hukum
Peraturan Kepala Daerah adalah Kepala Daerah, bukan Penjabat Kepala Daerah. Oleh karena
itu, Penjabat Kepala Daerah tidak berwenang untuk mengeluarkan Peraturan Kepala Daerah,
karena dia bukan Kepala Daerah.

Problem Peraturan Kepala Daerah ini tidak hanya terkait dengan persoalan pendelegasian
wewenang Penjabat Kepala Daerah kepada Kepala Dinas dan Organisasi Perangkat Daerah
lainnya, tetapi juga terkait dengan pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah. Dalam teori
perundang-undangan, terdapat dua bentuk produk legislasi, yakni undang-undang untuk tingkat
pusat dan peraturan daerah untuk tingkat daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota.

Undang-Undang dan Peraturan Daerah ini karena dia merupakan produk legislasi, di mana
pembentukannya bersama-sama antara Pemerintah dan Legislatif, maka produk legislasi ini
membutuhkan penjabaran dari peraturan perundang-undangan di bawahnya. Pasal 5 ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Presiden
menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.”

Secara hierakhis kedudukan undang-undang lebih tinggi dibandingkan Peraturan
Pemerintah, tetapi norma hukum dalam undang-undang lebih abstrak dibandingkan Peraturan
Pemerintah. Dengan demikian, agar norma hukum dalam undang-undang menjadi lebih
konkrit, maka dibutuhkan Peraturan Pemerintah untuk mengelaborasi norma hukum yang ada
dalam undang-undang. Peraturan Pemerintah memiliki norma hukum yang lebih konkrit
dibanding undang-undang, karena itu norma hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
lebih bersifat teknis, seperti mengatur tentang mekanisme dan tata cara.

Peraturan Daerah secara norma hukum juga tidak konkrit, dalam artian masih

membutuhkan penjabaran dari peraturan perundang-undangan lainnya untuk melakukan
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konkritisasi dari norma hukum dalam Peraturan Daerah agar lebih operasional. Peraturan
perundang-undangan yang dapat melakukan elaborasi terhadap Peraturan Daerah adalah
Peraturan Kepala Daerah, baik itu Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati maupun Peraturan
Walikota.

Ketidak ada kewenangan Penjabat Kepala Daerah, baik Penjabat Gubernur, Penjabat
Bupati dan Penjabat Walikota tentu akan menjadi problem tersendiri jika dilihat dalam optik
perundang-undangan di Indonesia. Di satu sisi Peraturan Daerah membutuhkan peraturan
pelaksana berupa Peraturan Kepala Daerah untuk menjabarkan Peraturan Daerah. Namun di
sisi yang lain, Kepala Daerah sudah tidak menjabat lagi dan digantikan oleh Penjabat Kepala
Daerah yang secara atributif tidak memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan Kepala
Daerah.

Keberadaan Peraturan Kepala Daerah ini sangat dibutuhkan oleh Kepala Daerah, karena
dalam era negara kesejahteraan (welfare state) ini, Kepala Daerah memiliki tugas dan
wewenang dalam mensejahterakan rakyatnya. Penjabaran Peraturan Daerah melalui Peraturan
Kepala Daerah ini juga dalam rangka memenuhi standar asas legalitas dalam bidang hukum
administrasi. Dengan demikian, dalam melaksanakan kewenangannya untuk mensejahterakan
rakyatnya, maka dibutuhkan landasan hukum yang cukup kuat sebagai basis kewenangannya.

Penjabat Kepala Daerah tentu akan sangat Kkesulitan jika harus melaksanakan
kewenangannya dengan hanya mendasarkan pada Peraturan Daerah. Penjabat Kepala Daerah
tentu harus membentuk regulasi sebagai turunan dari Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tidak
bisa untuk menyelesaikan persoalan di lapangan yang dari hari ke hari semakin kompleks. Oleh
karena itu, Penjabat Kepala Daerah membutuhkan kewenangan untuk membentuk Peraturan
yang setingkat dengan Peraturan Kepala Daerah agar pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah
itu bisa terlaksana dengan baik.

Keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh Penjabat Kepala Daerah ini akan menjadi
dilemma tesendiri. Di satu sisi Penjabat Kepala Daerah memiliki keterbatasan kewenangan
karena dia bukan Kepala Daerah yang memiliki atribusi kewenangan. Namun, di sisi yang lain
Penjabat Kepala Daerah harus melakukan Langkah-langkah untuk menjadikan daerah yang dia
pimpin menjadi lebih baik.

Ketika Penjabat Kepala Daerah ini melakukan Langkah-langkah untuk menjadikan daerah
yang dipimpinnya menjadi lebih baik, maka pasti Langkah-langkahnya ini akan berpotensi
melanggar hukum. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penjabat Kepala Daerah tentu
berpotensi untuk menuai tanggung gugat gugat dari pihak yang dirugikan. Meskipun dalam era

negara kesejahteraan (welfare state) ini, Pejabat Pemerintah dilengkapi dengan kewenangan
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diskresi dalam melaksanakan kewenangannya, tetapi tidak dalam artian, penggunaan
kewenangan diskresi ini tanpa dasar hukum sama sekali.

Dalam teori pertanggungjawaban klasik, konsep pertanggungjawaban dibagi menjadi tiga,
yaitu :
. Tanggung jawab politik;
. Tanggung jawab hukum, tanggungjawab hukum ini terdiri atas tanggungjawab terhadap
pelanggaran hukum dan tanggungjawab terhadap pelaksanaan hukum;
. Tanggung jawab moral.

Teori pertanggungjawaban ini sekarang telah bergeser menjadi hanya dua, yakni
tanggungjawab pribadi dan tanggungjawab jabatan. Tanggung jawab jabatan berkenaan dengan
legalitas (keabsahan) tindak pemerintahan. Sementara itu, tanggung jawab pribadi berkaitan
dengan pendekatan fungsionaris atau pendekatan perilaku dalam hukum administrasi.*®

Pembedaan antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi atas tindak
pemerintahan membawa konsekuensi yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana, tanggung
gugat perdata dan tanggung gugat tata usaha negara (TUN).® Tanggungjawab pribadi berkaitan
dengan kesalahan pribadi (faute personelle) seseorang yang merupakan bagian dari
pemerintahan. Dalam kaitan dengan tanggung gugat negara, karena adanya unsur faute
personelle, pegawai tersebut dapat digugat diperadilan umum atas kesalahan sendiri.*
Sementara itu, kesalahan jabatan (faute de service) terjadi karena ada kesalahan dalam
penggunaan wewenang, dan hanya berkaitan dengan pelayanan. Para pejabat publik
melindungi diri dengan alasan adanya prinsip separation of power yang melarang pengadilan
umum untuk menerima aduan atas tindakan pemerintahan yang menyimpang. Bila terdapat
pihak yang dirugikan gugatan harus di ajukan ke Peradilan Administrasi.**

Meskipun faute de service membatasi dirinya hanya pada aspek pelayanan, tetapi bukan
dalam artian di luar aspek pelayanan tidak dapat membawa konsekuensi yang berkaitan dengan
tanggung gugat. Tanggung gugat TUN bisa terjadi jika tndakan Penjabat Kepala Daerah
bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang
perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

%Philipus M. Hadjon, Tanggung jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Atas Tindak Pemerintahan,
Makalah, Tidak ada Tahun, him 1

*bid

40Tatiek Sri Jatmiati, Kesalahan Pribadi Dan Kesalahan Jabatan Dalam Tanggung Jawab Atau Tanggung gugat
Negara,” Makalah Disampaikan Pada “Lokakarya Hukum Administrasi dan Korupsi” Diselenggarakan oleh
Fakultas Hukum Unair, Surabaya. 28 — 30 Oktober 2008, him 6

“1bid, him 7
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Negara.

Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan :

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum
pemerintahan yang baik.

Jika Surat Edaran Nomor 821/5492/SJ dijadikan dasar hukum bagi Penjabat Kepala Daerah
untuk melakukan pemberhentian dan mutasi terhadap ASN, maka dapat dipastikan Keputusan
yang dikeluarkan oleh Penjabat Kepala Daerah itu akan berpotensi menuai gugatan.
Bagaimanapun juga Surat Edaran tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Penjabat
Kepala Daerah dalam menggunakan wewenangnya. Apalagi Surat Edaran ini secara hukum
telah nyata-nyata bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008. Meskipun
secara teori, Peraturan Pemerintah ini bermasalah, karena Peraturan Pemerintah ini mengatur
kewenangan Penjabat Kepala Daerah disebabkan Kepala Daerah sebelumnya mengundurkan
diri bukan karena habis masa jabatannya, tetapi Peraturan Pemerintah ini masih berlaku dan
memuat larangan bagi Penjabat Kepala Daerah untuk melakukan mutasi kepegawaian. Dalam
Peraturan Pemerintah ini memang diatur mengenai pembolehan melakukan mutasi
kepegawaian jika mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Secara politik, keberadaan Penjabat Kepala Daerah bisa berpotensi untuk menjadi alat bagi
Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari penguasa pusat untuk melakukan konsolidasi
politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah. Dengan demikian, mutasi yang dilakukan oleh
Penjabat Kepala Daerah ini dapat dicurigai sebagai bagian dari upaya konsolidasi politik dari
kepentingan pihak-pihak tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Kepala
Daerah dilarang untuk melakukan mutasi menjelang masa jabatannya berakhir.

Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota menyatakan :

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota

dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan

calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.”
Pasal 71 ayat (2) ini diperkuat dengan Pasal 71 ayat (3) yang menyatakan :

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota
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dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu
6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan
calon terpilih.”

Meskipun Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) ditujukan kepada Kepala Daerah yang akan
masuk pada akhir masa jabatannya, tetapi pesan dari Pasal ini bisa menjadi semangat bagi
Penjabat Kepala Daerah untuk tidak melakukan hal yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2) dan
Pasal 71 ayat (3). Penjabat Kepala Daerah menurut Undang-Undang 10 Tahun 2016 didesain
untuk menggantikan tugas Kepala Daerah yang telah habis masa jabatannya untuk sementara
waktu sampai dilantiknya Kepala Daerah definitif hasil Pemilihan Kepala Daerah 2024.

Penjabat Kepala Daerah diangkat olen Menteri Dalam Negeri yang merupakan bagian
dari kekuasaan Pemerintah Pusat. Dalam praktik politik pasca reformasi seringkali terjadi
ketidak linieran konfigurasi politik antara pusat dan daerah. Jika pusat dikuasai oleh koalisi A,
maka tidak otomatis di setiap daerah pola koalisinya adalah sama. Oleh karena itu, Penjabat
Kepala Daerah dicurigai oleh beberapa pihak sebagai alat untuk memenangkan Calon yang
merupakan Calon dari koalisi pusat.Jika memang Penjabat Kepala Daerah itu secara politik
memposisikan sebagai tim pemenangan dari salah satu Calon, maka Penjabat Kepala Daerah
itu akan menuai gugatan. Gugatan yang dilakukan oleh ASN yang diberhentikan dan yang
dimutasi bukan hanya dengan alasan kebijakannya bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan, tetapi juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni
asas tidak memihak dan asas tidak boleh bertindak sewenang-wenang.Problematika Penjabat
Kepala Daerah ini bermula dari perdebatan terkait kewenangan Penjabat Kepala Daerah. Tidak
ada satu regulasi pun yang mengatur tentang kewenangan Penjabat Kepala Daerah. Oleh karena
itu, agar tercapai kepastian hukum seharusnya segera dilakukan perubahan terhadap Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk mengatur secara jelas kewenangan Penjabat Kepala
Daerah. Bagaimanapun Penjabat Kepala Daerah membutuhkan dasar hukum yang jelas dalam

melaksanakan kewenangannya.
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BAB 6
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pemberian wewenang berlebihan terhadap penjabat kepala daerah oleh Menteri Dalam
Negeri, mungkin dimaksudkan untuk efisiensi. Namun, kebijakan itu juga membentuk
membentuk norma hukum diluar kewenangan pejabat itu. Dalam hal ini, sebenarnya tidak
saya arahkan kepada Mendagri. Tetapi secara umum, dalam konteks penggunaan
kewenangan diskresi, ada adagium hukum yang disebut dengan limites discretionis et
arbitrii admandum tenues sunt. Batas diskresi dan kesewenang-wenangan sangatlah tipis.
B. Saran

Kepada pemerintah pusat untuk memberikan porsi yang tepat kepada penjabat daerah,
agar dalam melaksanaan kewenangnnya tidak melebihi serta mampu membantu pejabat

daerah menjalankan pekerjaannya.
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LAMPIRAN

1. BIAYA PENELITIAN

1. Biaya Penelitian

A. Honor Peneliti

Honor honor/jam wa Minggu Honor (Rp)
ktu

tim pembantu 30000 5 15 2250000

penelitian

tim pembantu 30000 5 15 2250000

penelitian

SUB TOTAL 4500000

B. Biaya Habis Pakai

materi justifikasi kua satuan biaya per
pemakaia ntit harga Tahun (Rp)
n as (Rp)

Kertas A4 70gr Penelitian 15 65000 975000

Catriedge printer hitam penelitian 5 145000 725000

HP

Catriedge printer warna penelitian 9 167000 1503000

(3 warna) HP

kwitansi besar penelitian 5 15000 75000

flashdisk 32GB merk penelitian 5 200000 1000000

SanDisk

materai 3000 penelitian 10 3000 30000

materai 6000 penelitian 4 7500 30000

materai 10000 penelitian 4 13000 52000

Ballpoint faster penelitian 15 4000 60000
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C. Pengumpulan Data

materi justifikasi kua satuan biaya per
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penelitian
finalisasi instrumen Penelitian 1 500000 500000
penelitian
pengurusan ijin Penelitian 3 180000 540000
penelitian
pengurusan ke Penelitian 6 100000 600000
pembahas
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penelitian

D. pengelolaan Data

materi justifikasi kua satuan biaya per
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administrasi, publikasi, Penelitian 1 3000000 3000000

seminar , reviewer
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. JADWAL PENELITIAN

Jenis Kegiatan

Bulan ke-

Persiapan Penelitian

Persiapan Administrasi

Perencanaan

Pengkajian Rencana Penelitian

Pelaksanaan Penelitian

Pengambilan contoh

Penyusunan daftar pertayaan

Observasi

Penyusunan Laporan

editing dan coding

analisis

Laporan
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D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No. | Tahun | Judul Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Jml (Juta Rp)
Pendanaan
1. 2015 |Pemberdayaan  Konsumen  Atas Han Fakultas
Infornas Pada Kosmetik Untu
Meningkatkan Kesadaran Hukum Sebaga
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Pangan Di Tengah
Pandemi Covid-19 Bagi
Warga Terdampak

Ekonomi Di Surabaya,
Gresik Dan Sidoarjo
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1. Seminar Nasional Hukum  [Legal Personality ASEAN dalam  [Surabaya
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o

{Internasional Confrences

BUILDING

SPECIAL SITUATIONS
(4 Case Study of the
(Embassy in London 1984)

Libyan

IMMUNITY  OH Bali
DIPLOMATIC ~ MISSIONS  IN 10 November 2016

) []I:lcmational Confrence on Illegal,
w Governance and SocialUnregulated

Justice (Icol Gas)

Unreported,
Fishing
Transnational Organized Crimes

ar:\j]linsoed 25-26
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Social Sciences

The Urgency Of the Opening of
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East-West Archipelagic Sea-Laneg2018
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Social Sciences

Indonesian  Traffic  Separation
Achemes (TSS) : a Legal Discoursd
Analysis about sailing permits
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lInternational  Conference

Social Sciences

European Union Policy on refugecs
Iaccording to the Internationa
Refugee Law

| Makassar, Oktober
2020

Social Justice

2" International Conferencq Reviewing
on law, Governance andconfidentiality of Covid-19 patient

the medical record

Purwokerto, 3-4
November 2020
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Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari
ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima
sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenamya untuk memenuhi salah satu

persyaratan dalam pengajuan PKM Penugasan.

Surabaya, 20 Maret 2021
Anggota Pengusul,

/&L;.

Elisabeth Septin Puspoayu, S.H., M.H.

NIP.198809172015042003
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g. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun

terakhir(Bukan skripsi, Thesis, maupun Disertasi)

No Tahun Judul Penelitian

1 2021
Politik Hukum Penguasaan Teknologi di Indonesia

2 2021 Labor Efficiency Due to the Covid-19 Pandemic Based on Law
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h. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

Judul  Pengabdian  Kepada | Pendanaan
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Desa sebagai Wujud Pembinaan
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UU Desa

No Tahun

Surabaya, 10 April 2022

Hormat saya,

O O
A7

Intan Lovisonnya, SH.,MH
NIDN : 0007109010
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Unitomo Mengabdi

LPM Unitomo 2021

2

MODEL PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN UNTUK
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WIRAUSAHA MUDA PROFESIONAL DI UNIVERSITAS
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1 Standard Contract Based on the Legal Positivist Paradigm | Prosiding seminar internasional
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2 The Existence of Trade Union on the Implementation of Jurnal internasional bereputasi
Outsourcing Worker Policy in the Rights of Labour: Case 2021
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3 Stufen Theory As A Basic Analysis Of The Legal Standing Of | Jurnal Internasional 2020

The Ministerial Regulation And Its Relation To The
Execution Of The Local Regulation

The Influence of Regional Minimum Wage Discretion on
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Dr. Bachrul Amig, SH. MH.
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. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri
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Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1858);

6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 50/KMK.05/2009
tentang Penetapan Universitas Negeri Surabaya Pada Departemen
Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang
menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI

Nomor 461/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan

Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun

2018-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENELITIAN KEBIJAKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU . Menetapkan Penerima Penelitian Kebijakan Fakultas Ilmu Sosial dan
Hukum Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Rektor ini.

KEDUA . Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penerima dana penelitian
kebijakan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Tahun 2022, wajib
berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

KETIGA . Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Juni 2022
sampai dengan tanggal 30 Nopember 2022.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 20 Juni 2022
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya. ttd
Kdpala Biro Umum dan Keuangan,

NURHASAN
NIP 196304291990021001




SKEMA PENELITIAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REETOR UNIVERSITAS NEGER SURABAYA

NOMOR 660/UNIB/HE/PI2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA FENEUTIAR KEBLIAKAR FAKULTAS ILMU SUSIAL DAN
HUKUM TAHUN ANGGARAN 20722

No.|  brogram Skema ':‘“‘“’ "E:;"" Judul Penalitian Tien Penekti NIDN Pend. Dana u Dana 70% Dans 30%
1| 2022 Penwlitian [ 2022 Penelitian [FISH Pendiclkar Gedunyg Grahadi darl Mata ke Masa: Sejarah dan Des, Agus Trilaksana, M. Hum, 0024 126703 52 Rp15,000,000,00 Rp10,500,000 00/ Kpd,500,000,00
Kampetitif FISH | Dasar (FISH) Selarah 51 Memori Kalektif di Dalamnya Rajil Mugroha Bayu Ajl, 5.Hum., MA HIOSES04 2
Dinar Rizky Listyzputri, M Pd 0010109202 52
Eho Sa SHum, MA 00371 18406 5
2 |2022 Penwiizian | 2022 Penelitian  |FISH Poididikan RESILIENS PEREMPLAN KEPALA RUMAH TANGGA Or. Oksiana latiningsih, M Si, 0001 106713 i #015.000,000.00 Rp10,500,000 00| fipd. 500,000.00
Kompatitif FISH | Dasar (Firis) Pancasila dan MISKIN PASCA RANDEMI COVID 2019 DI DESA Maya Mustika Kartika Sarl, 5.50s., MIP. ‘001408 720) Q
Kewarganegaran (SUKOMORD KABUPATEN ICMBANG | Rabmany Wiaya, SH, MH D009 L LRGDS ;2
n$1
3 |2022 Penslivan | 2022 Penelitian  |FISH fimu i (4 Social R O Tjitjlk Rakajy, M.SL 0028047101 Rp15,000,000.00 Rp 10,500,000 00 R4, 500,000.00
| Kompatitif FISH | Dasae [FISH) Negsra 51 {CSR) Pertamina Petroching East lava [PPEL) di Badrudin Kurnlawan, 5.AP., M.AP 0029048701 =
Perdesaan Sakitar Pertambangan Minyak (Studi Kasus di |Ahmad Nizar Hilmi, S.AP.. MPA. ‘TXI13060402 2
Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoeo, Kabugpater h:
B
2 |2022 Penalivian | 2022 Penelitian  [FISH Sosklol 51 2 Buku Ajar Sosiologi Perk Bagi Fambudi Handoyo, 5.505., M A | 028057604 Rp10.700.000.00| Rp7,490,000.00| fip3,210,000.00
Kampetit FiSH | Dazar (FISH) [Mahasnwa Souologl Diyah Utam), S.505, M.M. |'00Z30RB00R 52
52
5 |2022 Penelitian | 2022 Penelitian  [FISH Sasiolog 51 Penulisan Frngembangan Buku Kjar Cafian Kebijakan Dr. Agus Machfud Fauzi, M.5I | 001 608 TGDE 3 Rp10,700,000.00 Hp7,490,000.00 £p3,210,000.00
Kompentif FISH | Dasae (F15H) Pendidiban di indoneis Silkaria Swarizona, S.IP., MIP. V025019503 5
h Arif Affandi, S.IP., M54 V07078104 52
6 |2022 Penelitian | 2022 Penslitan  [FISH Pendidikan Persapsi Pemilih Muda Terhadbp Money Polites Pada | Maya Mustika Kartika Sari, 5,508, M, 1P, 0018057403 2 Rp15,000,000.00 Ry 10,500,000, 00 Nip4,500,000,00
Kompetitid FISH | Dagar {FISH) Pancasila dan Pilkadu Serentak 2020 DI Jawa Timur Mi'rojul Huda, 5.1P., M.IP. (031029104 2
Kewarganegaraa Prof. Dr. Warsono, M.5. 0019056001 s
nsI Ut Satmako M.SI 0036087208 52
7 |2022 Penelitian | 2022 Penelitian  |FISH Pengembangan Buku Ajar Mata Kuliah Kepemimpinan | Tawran, 5.505, M.50¢.5¢ 0013047602 57 Rpl0,700,000,00 Rp7,490,000,00| Aip3,210,000.00
Kompetitif FISH | Dasar (FISH) Bagl Mahasiswa Prodi 81 limu Admunictrasd Negara M. Nowr Falag Al Amin, SIP., MKP, ‘0030089501 2
Jurutan Admanistras Publih Fakultas limu Soslsl dan Dr. Sudl Megawati, S.18., M SL ‘090701 RED) 53
= Hukum Trenda Aktiva Qicariyanda, 5.AP., M AP 0025108901 52
§ |2022 Penalitian | 2022 Penelitian  |FISH |Pendidikan IPS  [Pengembangan Bahan Ajar Sejarah Asia Timur Drx. Nasution, M.Hum., M.Ed.. Ph.D. 0002086604 53 Rp10,700,000.00 Rp7.490,000.00| Rp3.210,000.00/
Kompetitif FISH | Dasar [FISH) 52 Dra. Sl Mastuti Purwaningsih, M, Hum. 0015026163 Q
Corry Liana, $.Pd., M.Pd. ‘0015048201 Q
8 |2022 Penelitian | 2022 Penelition  |FISH fimu Hukum 51 |PENYUSLINAN BUKU AIAR PENALARAN DAN Vita Mahardhika, S.H., M.H. 0009028308 2 Rp10,760,000.00 Rp?.490,000,00 Hp3,210,000.00
Kompetitif FISH | Dasar [FISH] ARGUMENTASEHUKLM PADA PROGRAM STUDHILMU | Mub. All Masnun, S, M H. 'DO0708880 | 52
HUKUM UNIVERSITAS NEGER] SURABAYA O, Rachrul Amig, S.H., M.H. 0721047102 53
Or. Hananto Widodo, S.H., M.H. 0002067407 53
Jintan Lovisonnya, SH. MM, 0007109010 52
10 2022 Penelitian  |2022 Penelitian  |FISH iy Komunikasi [Pengembangan Buku Ajar Mata Kuliah Manajemen Gilang Gust Ajl, .17, M5i D001 DHYS04 Rp10.700.000.00 Rp7,490,000.00 Apd,210,000,00|
Xompetinl FISH | Dasar (FISH) S1 industr Madia untui Mahasrwa limu Kemumnikadi Vinda Maya Setianingrum, 5.50c MUA. 07 1ROSAOOS 2
Universitas Negeti Surabaya 52
11 |2022 Penelitian  |2022 Penelinan  |FisH ANGAN BUKL AJAR HUKLIM Rahmanu Wijaya, S H., M.H 0009 18604 - Ap10,700,000.00 Rp7,490,000.00 Rp2,210,000.00
Kompetittf FISH | Dasar [FISH] Pancaslla dan KEWARGANEGARAAN BAG MAHASISWA PRODI 51 PPKA | Dr. Hj. Raden Rora Manik Setyowatl, M 51 ‘0025086704 53
Kewarganegaraa |FISH UNESA man Pasu Marganda Madiarto Purba, S.H., ML V015098501 b
51
12 |2022 Penelitian | 2022 Penelitian  |FISH llmu Komunikasi §Studl ielayakan Bohan Ajar Dalam Pengembangan Buku | Awang Dharmawan, S.0kam., M A, O0OOS07HE02 Ap10,700,000.00| Rp7,490,000.00) Rp3,210.000.00,
Kompetith FISH | Do (FISH) 51 Ajar Marketing Politik Gilang Gust! Aji, S.LP., M 51 0001054804 52
52
13 |2022 Penelitian | 2022 Penelitian  |FISH fimu Administrasi| PENERAPAN PELAYANAN VIA ONLINE DUKCAPIL Trenda Aktiva Oktarlyanda, AP, M.AP 0025106901 52 Rp15,000,000.00 Ap10,500,000.00| Ry, 500,000. 00/
Kampetitf FISH | Dasar (FI5H) Negara 51 "PLAVON" DITINIAL DARI RESPON MASYARAKATNYA Or. Suci Megawati, 517, M.SI. 0907018601 53
(STUDI KASUS [ KABLPATEN SIDOARIO) Ahmad Nizar Hilmi, SAP. MPA. 0012069407 52
HBadrudin Kurniawan, 5. M.AP 0029048701 52
14 12022 Penlitian 2022 Penelitian  (FISH Mimu Komunikasi | JURNALISME ONLINE SEBAGAI KANAL ATIVOKAS| Putri Aisyivah Rachma Dewy, S.Sos . M.Med.Kom, a720048401 Rp15,000,000.00 Rp10,500,000.00| R, 500,000.00|
Ki it FISH | Dasar (FISH) 51 PEREMPUIAN Awang Dharmawan, 5.tkom  M.A 00050 TRRG) 52
52




No.|  Program Skema ';L"::’ ”“';;’::;"d' Judl Penelitian Tim Penelhi NIDN pend. ':""':w " Dana 70% Dana 0%
15 | 2022 Penelitian  |2022 Penelition  |FISH Pendidikan (PS | Strategi Adaptasi Masvarakat Terhadap Bencana Banjir | Or. Ketut Prasetyo. M.S 0012056012 53 R 15,000,000, 60 Fp10.500,000 00 Ripd 500,000.00,
Kompetitl! FISH | Dagar [FISH) 52 i Desa Baureno, Kecamatan Jatirdjo, Kabupaten Dz, Bambang Hariyanto, M Pd 000426506 52
Mojakerto . Rindawatl, M.S1 ‘0008016211 53
lan Ayu Larasati, 5.Pd., M5 ‘0028058803 52
16 | 2022 Penelitian | 2022 Panelitian  |FISH Itmu Administradt| Strategi Pengembangan K Lt Tenaga |indah Prabawati, S.50s., M5 Dazea77a04 52 HpS0,000,000.00 Hpd5,000,000.00 A L5, 000,000 00
Xompetitif FISH | Dasae [FISH) [Megara 51 Kependidikan Fakultas iimu Sosial Dan Hukum DI Era Sudarman, 5508, M.Pd. ' 82
Universitas Neger Surabaya Manuju Perguruan Tinggi | Eva Many Fanida, S.AP., M.AP, 019018206 52
Negerl Badan uim Prof. Dr. H. Muhammad Turkian Yam, M.A 0001037704 53
17 (2022 Penelitian | 2022 Penelitian  |FISH U Hukum %1 |IMPLEMENTASE PEMBERIAN KESAMAAN KESEMPATAN | Arinto Nugroho, S.H., 5.Pd, M H, 0003018102 ApR14,000,000 00 i 10,500,000.00] R, 500,000, 00
Kompetitif FISH | Dasar [FISH) DAN AKSES MENJIALANKAN PEXERIAAN BAGI PEKERIA  [Emmilia Rusdiana, S H, M H DO1B067901 52
PENYANDANG DISABILITAS PADA USAHA MIKRO, KECIL, |irfa Roraboyd, S.H., M H 0029108902 52
OAN MENENGAH DI KABUPATEN BLITAR 52
18 |2022 Penelitian | 2022 Penelitian  |FISH Sosiolog 51 Qrganisasi Sayap P dan Repr Pofitik: Arif Attandi, §.0P,, M.SI '000TOTRL0L 2 Rp15,000.000.00| Rg10.500,000.00 Rp4 500,000.00|
Kompetitf F1S4 | Dasar (FISH) Studl Keteribatan Garnita Malahayati dalam Proses Or, Agus Machfud Fauzi, M5, 016087608 sa
Selekst Caton Loglslatd Partal Masdem 2019 Silkania Swarirana, S0, M 1P 025019503 52
19 [2022 Penelitian 12022 Penelitian  [FISH Pendiftikan MEREKONSTRUXS! PERISTIWA L SURABAYA TAHUN Dr, Wisnu, M Hum ‘OO0A564 11 % AR1S,000,000 00 P 10,500,060, 00 Ripdh, 00,000, 00
Kampetitifl FISH | Dasar (FISH) Sejacat 51 1545 MELALL NARASI FOTO Esa Putra Bayu Gustl Gingung Patriding, 5.5., M A 0021099004 51
Des. Sumarmo, M Hum 0024046501 o
20 2022 Penelitian [ 2022 Penelitlan | FISH Sosiologs 51 Konstruksl Sastal Pangusaha UMEKM Muslim tentang Diyah Utaml, $.5cx., M.M, DO23085008 R L%, 000,000 00| R 10,500, 005,00 R4, 500,000.00/
Kompetitif FiSH | Dasae (FISH) Pemantsatan kredit | kan sebagal | Pambuai yo, $.501, MA ‘0024097604 52
Modal Wirausaha 52
| Studi Sigoarjo dan Surabaya)
21 | 2022 Penelitian | 2022 Penelitian  |FISH Pendidikan | berapan kerbondioksida (CO2) i . Dr. Ir. Wi Soekarno | Dr. Muzayanah, S.T., M.T, '0016127003 53 Rp1S,000,000.00| Rp10,500,000.00 Rp4.500,000.00|
Kompetitil FISH | Dasar (FISH) Geogratl 52 (MERR] Surabiaya D, Eko Budiyanto, 5,Pd . M5 0025047408 53
3. Nugrohe Hari Purnomo, 5P, M.5) |'I0A09 7408 53
Dr. Aida Kurniawati; 5.0d., M.5S1 005097404 53
27 |2022 Panelitian  [2022 Penelitian  |FISH Hmw Hubym $1 0 TREDISTRIGUSI TANAH TERLANTAR £KS PERKERLINAN Dita Perwitasari, SH., M Kn, 0018068903 > ApR1S,000,000 00 Ap10,500,000 00/ Rpd, 500,000.00,
Kompetitif FISH | Datar (FISH) KARANGNONGKD DESA MOOANGAN KECAMATAN Indri Fogar Sustlowati, S H, M H. ‘D014117201 52
NGLEGOR KASUBAPTEN BLITAR Tamasil, SH, M H. ‘0003046209 52
Mahendra Wardhana, & H., M.En ‘0012108103 52
23 |2022 Penelitian | 2022 Penelitian  |FISH lima Adminisiras | Pengembarigan Buku Ajar inovast dan Tata Kelola Deby Febriyan Eprillanta, 5504, MPA ‘DONINEG 104 5i #p10,700,000 00| Rip7, 490,000 00 Rip3,210,000,00
Yompetitif FISH | Dasar (FISH) Megara $1 Kebijakan Pemerintahan Desa dani Sudut Pandang Gallh Wahyu Pradana, SA P, M5 ‘0020045001 2
Pembangunan Berkelanjutan Ahmad Nizar Hilmi, SAP, MPA 0012069402 52
24 | 2027 Penelitian | 2022 Penelitian | JFISH Sosinlog 51 INTERNASIONALISAST PENISIOITKAN TINGGI NEGERI: Mol Murdzakkir, §.505., M.A ‘0028018303 2 A 15,000,000.001 Hp10,500,000.00 Rpd, 500,000 00
|[Kompetitif FISH | Dagar [FISH) STUD) KASUS UNIVERSITAS NEGERI SLIRABAYA Arief Sudrajat, S.Ant,, M.SL 0001057205 52
Dirs. Martinus Legowo, MA 0001015803 52
75 | 2022 Penelitian 2022 Penelitian | FISH Pendidikan 'S | KANAN TINDAKAN SOSIAL MASYARAKAT TERHADAP Dr. Kusnul Khotimah, 5.Pd., M #d. 0716118802 51 Hir1'5,000,000.00| Rp10,500,000 00 Rpd, 500,000.00
|Kompetitif FISH | Dasar (FISH} S1 PUNDEN LO SAR| KELURAHAN MAGSPAT! KABUPATEN  |Katon Galih Setyawan, 5505, M.Sosio, 0016058703 52
|MAGETAN Drs, Nasution, M Hum., M.Ed., Ph D, V002086604 3
Prol. Dr. Sarmini, M. Hum "DO0BABES03 53
26 12022 Penelitian | 2022 Penelitian  |FISH Sasologt 51 LEISSURE TIME MAHASISWA BIDIK MIS| FISH-UNESA ¢ |Farid Pribadi, $.501., M Soslo. 0005118403 oy Rp5,000,000.00 Hpl0,500,000 00| Rpd,500,000.00
Kompetitif FISH | Dasar (FISH) ERA PEMBELAIARAN OFFLINE DI LINGKUNGAN KAMPUS |fsa Putra Bayu Gusti Gineung Patridina, $.5, MA 0021089004 .
Aguny Stiawan, S Pd_ M Pd 0006128503 .
27 | 2072 Penelitian  |2022 Penelitian  |FISH Fondidikan IP5 | PENGEMBANGAN BUKL AJAR MATA KULIAH TEQRI All Imren, 5.505., MA, “OOOROBEI0L Rp10,700,000.00 Rp7,490,000.00) R, 210,000.00|
Kampetitif FISH | Dasar (FISH) S1 SOSIAL DAN BUDAYA UNTUK MAHASISWA PROGRAM | Prof. Dr. Sarmini, M.Hum. 0008086803 2
STUDI PENDITHKAN IPS FAXULTAS ILMU SOSIAL DAN 2
HUKUM LNIVERSITAS NEGER! SURABAYA
28 12072 Penelitian 2022 Penelitinn  [FISH Himy Admindsteasi f Analisis Kesiapan |E-Readiness] Aparatur Dew dalam Muhammad Farid Ma'ruf, 5501, MAP 0030057606 52 Rp 15,000,000 00 Rp10,500,000 .00 P, 500,006, 004
kormpetitif FisH | Dasar (FISH) Negara 51 Pengelolaan Data Llektronik Sdgs Dosa untuk Badrudin Kurnfawan, 5 AR, M.AP. ‘D29048701 51
Perencanaan Fembangunan Deta Dby Febriyan Epriliante, 5501, MPA. 0009049104 52
Taugan, 5.505,, M Soc.5¢. D01 304 T2 52
29 |2022 Penelitian  [2022 Penelitian  [Fi5SH sosfologl 51 Represantast TOW dalam Med(s Soual De. M. Backy, 5505, M S |'000907 7606 53 Ry 15,000,000,00 Hp10,500,000 00 Rpd, 500,000 06
Kompettil FISH | Dasar (FISH) Analisis Wacana Kritrs tentang Pedowanan TRW Farid Pritsadi, 5,505 M.Sosio 00051 18403 52
tethadap Ideologi Patriskhy Daecah Azalnya Drs. Frangiscus Xaveriug Sel Sadewo, M.SL 001 5056504 2
Refti Handini Listyani, & Sos, M.Si, DO04038208 52
30 |2022 Perelition | 2022 Peneditian  [FisH Iimy Hukum 51 |PROBLEMATIKA HUKUM PENCABUTAN STATUS Muh, Al Masnun, S H. MH OO TCHSB0L 52 Rrd3.000.000.00 R dD.500,000, 00 Rp4,500.000.00
Kompetitif FISH | Dagar (FISH) KAWASAN EKDNOMI KHUSLUS DALAM XAITANNYA Eny Sullstyowatl, S.H., M H. "OCIC0TEE02 £
PENGGUNAAN KEUANGAN NEGARA Dr Hj, Sith Nur Azizah, S.H, M Hum, 00aS097I04 s
31 |2022 Penclitian | 2022 Penelitian | FISH W wgan Bahan Ajar Demok ip. Aguis Satmoko Adi, 5.5, MSi 0016087208 o Rp10, 700,000,001 Rp7,490,000.00] Rp3,210,000 00
Kompetitit FI1SH | Dasar (FISH) Pancasila dan Sebagai Sumber Belajar Bagl Mahasiswa Prodi PPE FISH| Mi‘rojul Huda, SIP., M., 0011029104 Q
Kewarganegaraa [Unesa Maya Mustika Kartika Sari, 5.50n., MP. ‘0014085 2403 =

n S1




Fakultas

Program Stud|

Dana

No. Program Shema istins Uketua) ludu! Penelitian Tim Penelit| NIDN Pend. dhetutol Dana 70 % Dana 30 %
32 [2022 Penelitian | 2022 Penelitian  |FISH Péndidikan STRATEGH GUSIU PPKn DALAM ANGYAN L h, §.0d . M.Pd ‘DOZ00F 7SS 2 Rp15,000 000 00 Rp10,500,000 0O Rpd, 500,000 00
Kompetitif FISH | Dasar [FISH) Pancasils dan MARAKTER DITATA (DISIPLIN, TANGGUNG JAWAR, TAAT |Dr. Harmanta, $.6d, M od "DOMI047104 =
Kewarganegaraa |PROTOROL KESEHATAN) PASCA PANDEMI COVID-19 DI |Drs. | Made Suwanda, M.SE ‘0009075708 5
ms: KOTA SURABAYA
33 12022 Penelitian | 2022 Penelitian  [FISH Peadidikan Estimau Daya Dukung Linjgkungan Fislk {hyaical Drs. Agus Sutedjo, M5 DU 2O0ES908 Ap1S,000,000 00 Hp10,500,000,00 A, 500,000, 00|
Kompatitl FISH | Dasar (FISH) Geogral 51 Carrying Copasity) Kawasan Wisata Pantal Ris Kenjeran | Dr. St Murtini, M.51 0002116703 52
Kota Surabaya 53
34 (2022 Penelittan | 2022 Penelitian  |FiSH Pendidikan PEMDDELAN PENANGANAN SAMPAH HAMAH Dian Ayu Larasatl, 5. Pd, M 5. ‘0028058803 Ap 5,000,000, (41 Rp10,500,000 00 Rp,500,000.00
Kompetitif FISH | Dasar (FISH) Geografi 51 LINGEUNGAN DI KOTA SURABAYA Drs. Bambang Harlyanto, M Pd ‘DOBA026506 52
52
35 17022 Peneiitian 12022 Penelitian  |FISH DARI GEROBAG DORONG KE RESTORAN MEWAH Drs. Artano, M. Hum 0004066508 0 Rp15,000,000 K0 R 10.500.000.00 Rp,500,000.00
Kompetitif FISH | Dasar (FISH) Sejirah 51 Septina Alrianingrum, S5 M PY. "0011097203 52
Drs. Agus Trilaksana, M Hum. 0024126703 2
36 | 2022 Ponelition (2022 Penelitian | FISH Heu Hukum §1 | Kewenangan Penjabat Kepala Dasrah Menurut Undang- |Dr. Hananto Widodo, 5H._ M H OO0 AT S0T 53 R 15,000,000 00 Rp 10,500,000 00 Rp4,500,000,00
Kompetitif FISH | Dasar [FISH} Undang No. 10 Tahun 2016 tertang Pemilihan Dr. Bachrul Amig, SH, M.H 0721047102 p5 ]
Gubemnur, Bupsti dan Walikora Elisabeth Septin Puspoayu, 5. M., M H D01 T0REB01 52
Intan Lovisonnga, SH MK 0007108010 2
37 12022 Penelitian  [2022 Penelitian | FISH Himu Komunias |IMPLEMENTASI KOMUNIKAS! PEMASARAN TRIBES OLEM |Mutiah, 5.5as, M.\ Kam 0213018502 Q2 Rp1%,000,000.00 Rp 10,500,000.00| Hpd, 500,000.00
Nomgetitif FISH | Dasar (FiSH) 51 PELAKU LIMKM SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN Vinda Maya Setianingrum, 5505, M.A ‘O 1BUSHO0S <3
KEUNGGULAN BERSAING Tsuroyya, 5.5. M.A 0019028301 2
38 (2022 Penelittan 2022 Penelitian  |FiSH Pendidikan Pemenuhan Hak Asasi Manusia P dang Disabil Iman Pasu fa Hadiarto Purba, S.H , M M. ‘Hos0assal 2 Rp 15,000,000 00 Rp10,500,000,00 R, 500,000,060/
Kompetitf FISH | Dasar (FISH) Pancasila dan Kaitannya dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Ahmad Nizar Hilimi, SAP, MPA. 001 269402 @
Kewarganegaan |Manuia di Kota Sutabaya |Ratmanu Wijaya, 5., MM, ‘0009118604 51
n 53
39 |702% Penelitian  [3022 Penelitian | FISH Hens Hukumn S1 | PENYUSUNAN BUKU AJAR HUKUM DIGITAL SOCIETY Elisabeth Septin Putpoayu, SH.MH 0017088801 52 Rp10,700,000 DO| Rp7,490,000.00 Ap3,210,000.00
Kompetitif FiSH | Dagar (FISH) PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS irfa Ronaboyd, S H, M H ‘0029108902 2
NEGER! SURABAYA Astrid Amidiaputel Hasyyati, $H., M Kn 0012059701 52
Budi Hermono, S M., M H "00 19038002 52
D H. Suts N Asfeat, 5 H., M Hun, 0005097204 53
40 | 2022 Pendlidan (2022 Penelitian  [FISH lhmu Hukum 51 [PROBLEMATIE PETUGAS PEMBIMBING Dr. Pudji Astuti, 5.0, M H. 0027126003 53 R/p15,000,000.00 R 10,506,000, 00| R4, 500,000;00|
Kompetitif FISH | Dagar (FISH} KEMASYARAKATAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS)  |Vita Mahardhika, SH.. M.H ‘0009028308 2
KELAS | SURABAYA DALAM MELAKSANAKAN Gelar All Ahmad, SH M H ‘0010098105 <2
TUPOKSINYA
41 | 2022 Penclitian  |2022 Penelitian  |FISH Pendidikan Peclindungan Hak Asasi Manusia bagi Anak latanan Dr. Hj. Raden Roro Nanik Setyowati, M.Si ‘0025086704 53 Rp15,000,000,00| Rp10,500,000.00| Rpa, S00,000.00|
Kompetitif FSH | Dasar [FISH) Pancadla dan Kaitannys dengan Rencana Rkl Nagional Hak Asasl Prof. Dr. Saeminl, M. Hum, 00046303 =
i Kota Surabaya Iman Pasu Marganda Hadiaro Purba, 5., MW |'0019098501 <
nsy
42 | 2022 Penclitian | 2022 Penalitian | FISH l?m.m PENGEMBANGAN BUKU AJAR MAMASISWA SEIARAH Drs. Agus Trilaksana, M Hum 0024126703 Rp 10,700,000 00 Rp7,490,000.00 Rp3,210,000,00
Keompetitif FISH | Dasar (FISH) Sejarah 51 ASIA BARAT TEMA KONFLIK ISRAEL DAN PALESTINA DAN | Drs, Artona, M. Hum. ‘D004066508 52
PERAN PHH 52
43 | 2022 Penelitian  |2022 Penelitian  |FISH ltmu Hukum 51 [ TINJAUAN YURIDIS _PERI:ER'NIN BEDA AGAMA PADA Budi Hermono, S.H, M.H 0019038002 ] Rp15,000,000 00 Rp10.500,000.00 Rp4,500,000.00
Kompetitil FISH | Dasar (FISH) PEMELLIK AGAMA ISLAM DAN KATOLIK Nurul Hikmah, Lc., M.l DO24058106 w2
Astrid Amidisputri Hasyyat, SH, M Kn_ "0012059701 2
44 | 7022 Penelitian | 2022 Penelitian  |FISH flmu Ik MODEL P AN KOTA KREATIF SURABAYA Puspita Sart Sukardani, §.T, M. Med Kom ‘0013118303 Rp15,000,000 00 Rp10.500.000.00 Rp4.500,000.00/
Kompetitif FISH | Dasar [FISH) 51 BERBASIS HEXA HELIX DALAM UPAYA MEWUILIOKAN Mutiah, 5.5¢6., M.1LKom. (213018502 52
EKOSISTEM KREATIF 52
A5 [2027 Penelitian | 2022 Penelitian  [FISH Pendidican ANALISIS PERTURMBUMAN EKONOMI KABUPATEN Dra. Ita Mardiani Zain, M Kes 0012096504 52 Rp15,000,000 00 Rp10,500,000.00) Rpd,S00,000,.00/
Kompetitif FISH | Dagar [FISH) |Geograti 51 PONCROGO Puspita Sarl Sukardani, S T., M Med Kons. ‘0013118303 2
Elisabeth Septin Puspoayu; 5 M, M H, 001 TOS8E01 2
Dian Larasati, & Pd, M 5¢ "0028058801 52
A6 |2022 Penelitian | 2022 Penelitian  |FISH tma Adrmin i Pengaruh Metade Py Buy The Service (BTS)  |Galih Wahyu Pradana, S.AP, M Si 0020045001 2 Re15,000,000,00 Rp10,500,000.00| Rp4,500,000,00
Kampetitil FISH | Dasar (FISH) Negara S1 Dan Waktu Tunggu Bus Terhadap Kualitas Layanan Bus | M. Noer Falag Al Amin, SIF, M kP 30085501 52
Trans Semangg) Suroboyo Dra. Meirinawati, M.AR "DO12056804 s2
Tauran, 5505, M, Soc.5c. ‘0013047602 52
47 |2022 Panelitian | 2022 Ponelitian | FISH Pondidikan IPS wgan Dusali Model Pémanfsatsn Gunung B, Nuansa Bayu Segara, 5,Pd, M.fd. 040801 8801 & RAp 15,000,000 00 Rp10,500,000,00 pa,500,000.00
Kompetitif FISH [Dasar (FISH] 52 Penanggungan Sebagal Wahana Education for Dr. Agas Suprijono, M.51 ‘0011016705 53
datam ips Thyas Marzugy, M.Fa, "ODDROSSNT @
4K |2022 Penelitlan | 2022 Penelitian | FISH Pendidikan PEDAGOGIK TRANSFORMATIF ; Corry Liana, S.Pd., M Pd. TOL504820] 52 Rp1S.000,000.00 Rp10.,500.000.00 Rp4,500,000.00
FISH | Dasar (FISH) Safarah S1 Dampak Alienas: Sosial Pembeldjaran Sejarah/IPS i Dra. Sri Mastutl Purwaningsil:, 8, Hum 52
SMP Neger Riyadi, 5,Pd., M.A | '00Z0068601 52
Dr. Agun Suprijone, M 51 1016706 53




No.|  Program Skema Fubulin """";'";_:;“"‘ . Judul Penetitian Tim Penelit HIDN Pand. i Dana 70% Dana 30%
49 | 2022 Penelitian  [2022 Penslitian  |FISH F bangan Bahan Ajar Digital Geografi Transpartasi | O Sri Murting, M. S0 ‘0002116703 51 Rgs 1070000000 Rp7.490,000.00)] Rpd, 210,000.00
Kompetitit FISH | Dasar (FI5H) Grografi 52 Berbasis STEM [Or. Muzayanat, T M.T. 0a16127002 o
Drs. Agus Sutedjo, M &) 'DO20085504 52
SO | 202 Penelitian | 2022 Penelitian  |FiSH Pendidikan ANALISIS KEARIFAN BUDAYA LOKAL SEBAGA!I SUMBER | Dr. Sukma Pardana Prasetya, S.0d., M.T. 'DO06 128002 53 Apl5,000,000.00 Rp10,500,000,00| Rp4,500,000.00
Kampeuti! FISH | Dasar (FISH) ieograli 52 DaN NILAA_PEMGELM&N 1S 01 KABUPATEN Riyadi, 5. Pd., WM& ‘0020068601 5
[BOIONEGORD Dr. Ketut Prasetvo, M 5 0012056012 53
$1 [202Z Penelitan | 2022 Penelitian  [FisH Pendidikin Pengambangan buku sjar poda mata kufiah : PXL/KKL | Dra Bambang Hariyanto, N Pd. ‘0004026506 Rp$0,700,000.00/ Rp7,490,000,00 Rp3.210,000.00
Kompetitif FISH | Dasar [FISH) [Guograti 51 Berups Buku Pedoman Menganalists Lanskape di Dy, Akt Kumilwwatt, 5. Fd., M50 ‘0005097404 2
Laboratorium Dan Of Lapangan Mahastswa 5.1 Prodi Or. Eko Budivanto, 5 Pd.. M.5i ‘0025047408 53
Pendidikan Geografl, FIS, Unesa Surabaya 53
52 (2022 Penelitian |2022 Pepelitian | FIsH | Pendidikan POLA HIGUP PEMULUNG D1 SURABAYA DAN DENPASAR | De. Wisnu. M. Hum ‘0004056411 R0, 000,000 00, Rp14,000,000.00 Rp6,000,000.00
Xompetitit FISH | Dasar (FISH) ejarah 51 KAIAN SEIARAH KEMIDUPAN SEHARI:HARI Drs. Artono, M.Hum, ‘0004066508 s3
52
53 |2022 Penelitian | 2022 Peneiivan  |FisH Souologl 51 IMEQLOGH PATRIAKRHI DALAM PERTUMILIKAN LAWAK | Facid Pribadl. S Sou , M. Snlo, 0005118403 5 Rip20, 00,000, 00| Rp14,000,000.00 Rph, 000,000.00
Kampetiti! FISH | Dasar (FISH) TRADISONAL (ANALISIS DISKURSUS TENTANG Dy, Fracsius Xaverius 56 Sadewa. M 51 0015056504 2
SEKSUALITAS DALAM GUYCINAN-JAWA DAN SBONDRES-  [Arief Sodrajal. S Ant. M 5i "00G1 057205 ©
BALIJ
54 12022 Penelitian | 2072 Penciitian  |FISH i Hukum 51 [MENELISIK ASPEK HUKLIM PENGEMIANGAN VAKSIN Emmilia Rusdiana, 5 H., M H 0019067901 2 Fp20, 000,000, 00 Rp14.000.000 00 Rp6.000,000.00,
Kompetitil FISH | Dasar (FISH) DALAM NEGER! DALAM KAITANNYA MEWUIUDKAN Arinto Mugroho, S.H., S Pd. M. H 0003018102 52
KEMANDIRIAN BANGSA Eny Sulistynwat), S W, M H ‘0030076802 s2
Muh, Al Masnun, 5 H., M H ‘0007088801 52
S5 |2022 Penelitian  |2022 Penelitian  [FISH Hivns Administeasi | Evaluast Program Magang Dan Studi independen . Tlitjlle Rahaju, M 5. ‘0028047101 51 Rip 20,000,000 00 Rp14,000,000.00 Rp6,000,000.00
Kompetitif FISH | Disar (FISH) Negara 51 Becsertifikat (MSIH) Ditar Meninghatkan Kompetensi [ Eva Hany Fanida, SAP M.AP, ‘0019018306 52
Mahaslswi Universitas Negen Surabaya | Muhammad Farid Ma'rul, 5 503, M.AP 0030057606 s2
M. Noor Falag Al Amin, SIP, MKP. ‘6030089501 52
Galih Waliyu Pradana, SA P M52 0020045001 S2
56 | 2022 Penalitian | 2022 Penelitian  |FISH limu Xemunikad [Pengembangan Pedoman Kullah Kerja Nyata Tsuroyya, S5, M A ‘0019028301 52 Rp20,000,000.00 Rp14,000,000,0| Rpb,000,000.00
Kompetitif FISH | Dasar (FISH) 41 Internasional Barbasis MEBKM Dr, Danang Tandvonomanu, 5 %05, M 5i "000608710% <
Gilang Gusth A, S0P M S 0001068204 <
57 | 2022 Penelitian | 2022 Penelitian  |FisH Pendidikan Strategl Pengorganisasian Kurtkulm MBXM pada Prodl | Dr. Harmanta, §.#d., M Fd. (0001047104 Rp10.000.,000.00 Rp14,000,000.00 Ripé,000,000.00
Kompetitif FISH | Dasar (FISH) Pancasla dan PPKn di Linesa, Undiksa, Unram dan Ummat Dr. Oksiana laviningsih, M 5 0001106703 53
Kewaranejaray 3
nSl
58 |2022 Penglitian  [2022 Penelitian  |FISH. Pendidikan 105 P ANGAN PANDUAN PROYEK INDEPENDEN Praf. Dr. Sarmini, M.Hum, '000BOSES03 5 Rp20,000,000 00 Rp14,000,00K). 00| Rp6,000,000.00/
Kampatitif FISH | Dagar {FISH) 52 MEKM BERBASIS UNGGULAN U'ES_A DI WILAYAH DF. Sukma Pecdana Prasetyo, 5.0d,, M.T, ‘0006128002 5
KECAMATAN MACISPATI KABUPATEN MAGETAN UNTUK [AIl Imron, 5,505, M.A ‘DODBOSE304 57
MENDUKUNG INDIKATOR KINERIA UTAMA Agung Stiswan, 5.Pd.M.Pd. 0006128503 ©
PERGURUAN TINGGI
59 |2022 Penelitian | 2022 Penclitian  |FISH Pendidikan Kaflan Kerentanan Sostal Boncana Banjir Berbasis Dra, 1ta Mardiani Zain, M Kes 0012096504 Rp20,000,000.60| Rp14,000,000.00| Rpf,000,000.00
Kompettif FISH | Kolaborasi (FISH) Geografi 51 Sistem Informasy Geograll Studi Kasus : Kecamatan Or. Wiwik S Utami, M P "DO0S0BETOS 2
|Gayurigan Kota Surabays 5
60 [2022 Penelitian | 2022 Penclitian  [FISH Pendidikan Kebijakan Desa Migrasi Produktif {Desmigratif) Dalam  |Dr. Disiana Jatiningsit. M.SL 0001106702 53 Rp100,000.000 00| Rp70,000,000.00 | Rp30,000,000.00
| Kompetitif FisH i {FisH) Pancasils dun Rangka Pemberdayaan dan Perlindingan Hukum Eva Hany Fanida, S.AP. MAP. "DO19018306 2
L Pekerfa Migran Indanesia (PMI) di Br. Danang Tandyonomany, 5504, M.5I D006087 105 53
nst Kal Panor [Acinto Nugroho, 5.H., 5.0d., M.H. ‘0003018102 52
61 |2022 Penelition. | 2022 Penelitian [FISH Pendithkan | Efektivitas Program MBKM dilom Meningkatian Dr. Wlwik_ﬁrl Utami, 8 B, ‘0005086705 5 Rp100,000,000,00 Rp?0,000,000.00/ Rp30,000,000.00
Kompetitif FISH | Kolabarasl [FISH) Gebgrat 41 Kompetensi Mahasiswa Prof. Dr. H, Muhammad Turhan Yani, M A 0001037704 ©a
Bra. lta Mardiani Zain, M Kes. ‘0012096504 -
62 {2022 Panelition | 2022 Penelition  [FISH Pendidikan Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Keberlangsungan  [Dr Bambang Sigit Widodo, M Pd 0003037309 53 Fpd 00,000,000 60 Rp70,000,000 00 Rp30.000,000.00
| Kampetitif FISH | Kolaborasi (FISH] Geograli 52 Pengembangan Parwisata dan $tratogl kebertahanan  |Silkania Swarizona, 519 . M P, 0025019503 52
Hidup Masyarakat di Ball Indonesia Dre Agus Sutsdjo, M5 0020085904 52
Dr_Nuansa Bayu Segara, § Pg. M Pd ‘0408018801 53
&3 [2022 Penelitian | 2022 Penelitian  |FISH Peodidikan MODEL PENDICIKAN MULTIRULTURAL DALAM Prof. Or. W. Muhammad Turhan Yani, M.A 0001037704 53 Rp100,000,000.00 Rp70,000,000 00 Rp30,000,000.00
Kompetitif FISH | Kalaborasi (FISH] Pancasila dan TRANSFORMASI Al imron. 5.505., MA [‘aoheessI0s 52
Kewarganagaraa |PONDOK PESANTREN DI SURABAYA Dr, Bambang Sigit Widoda, M, Pd. ‘0003037309 53
n St D, Hj. Siti Nur Azizah, SH, M Hum, OG05097204 53
B4 [2022 Penelitian | 2022 Penplitian | FisH Peadidikan PENGUATAN ECOPEDAGOGY PADA PEMBELAIARAN 1PS. | Dr. Sukma Perdana Prasetya, 5.9d., M.T. 0006128002 83 Rp100,000,000.00 RpT0,000,000.00 Rp30,000,000.00
Kompetitif FISH | kolaboras) (FISH) Geografi 52 DI KECAMATAN MADSPATI, KABUPATEN MAGETAN Drs. Fransiscus Kaverlus Sel Sadewo, M.51 0015056504 (33
[ha. Ita Mardiani Zain, M.Kes. 0012096500 52
Ors. Artono, M. Hum, ‘0004066508 52
Prof_De, Sarmini, M Hum 'DOCBOBEE0T 53




No.|  Program Shema 1:':‘::; "'“""‘::':"“' Juidul Penelitisn Yiri Penelitl i Perid. °::m , Dana70% Dana30%
65 | 2002 Penelivian  [2022 fenelnan [1ivn s ¥ W Ran Video Hole Modet O Danang Tamdyonamans, $.54m., M 5 6087109 54 35,000, 000,00 Rp 24,500,000 00 Rert0, 500,000 60
Kompatitif FSH [ Terapan (FisH) 51 i Pare ian Dess ¥ D, AnamcMiftakbol Huda, 5 Kom, M1 Koin ['0731038602 53
Kecamatan Slo Kabupaten jember Tusroyys, S5, M A 0019028301 s
Gilang Guati Al 518 # % 'D001068804 54
Putgnia Sar Sukardang 5.7, M Med Kom ‘0013118303 52
66 11002 Peoeditian | 2027 Penehian | Fi5i Pandidikan Pangembargan Prototype “Smart Groundwater Cuality | De. Eko Budiyanto, S Pd | 85 002504 TAO8 . R3S, 000,000.00) Rp2a, 00
Kompertitif FISH [ Terapan (F15K) Geagrall 52 Filtratian® berbiadls internet of Think (ko) sebaga O At Kurmawat, 5,09, M S 005097404 “
L bahan air bawah D Muzayanah, 5T, M T ‘0016127003 53
Jtaviah karst Gunungsewu
67 | 2027 Pentitian  [2022 Penelition 5154 Peng gan Apiikast € Drata Admieistrast | Dr Suc Megawat, 510, M S 0907018601 i RS, 000,000,060 B2, 500,000.00) Rp10.500,000 00
fFISH [ Terapan (FISH) Geografl 52 Desa Kedungpeluk Kecamatan Candi Kabupaten Inaaly Frabawat, 5,504, M.§i ‘CO2967 7404 57
\ Sidoarjo Tauran_ 5500 M.S0e 5S¢ "D01304 7602 £2
M. Noer Falag Al &min, SIP M kP OEI0089501 52
Deby brebnyan Eprilianto, 5 Sov, MPA 009049104 52
TOTAL DANA RplSODS00000.00]  Rs1L0S0350.000.00  Mp450,350,000.00)
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